
1 

 

 

 

 

PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM 

PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 

 (CURAT) DI WILAYAH KALIANDA  

(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan) 

 

Skripsi 

 

 

Oleh: 

 
I Nyoman Gita Semadi 

2212011164 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 



 

i 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM 

PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

 PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 

(CURAT) DI WILAYAH KALIANDA 

 

(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan) 

 

 

Oleh 

I Nyoman Gita Semadi 

 

Salah satu jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi di dalam lingkungan 

kehidupan masyarakat, yang tidak akan hanya merugikan individu melainkan juga 

menimbulkan rasa ketidaknyamanan di lingkungan, Adalah tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan atau sering disebut (Curat), tindak pidana pencurian 

ini dapat melibatkan pemberatan, yang menjelaskan bahwa pencurian dilakukan 

dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu. Pasal 363 KUHP menyatakan 

bahwa pelaku dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 

tergantung pada beratnya Tindakan yang dilakukan, dengan ini Polres Lampung 

Selatan melalui Unit Sat Reskrim membentuk Tim Khusus Sikat bertujuan untuk 

memberantaskan dan menekankan tindak kejahatan kriminalitas khususnya curat. 

Permasalahan Penelitian: Peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Timsus 

Sikat Polres Lampung Selatan dalam menangani kasus pencurian dengan 

pemberatan (curat). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Upaya 

penegakan hukum timsus sikat dalam pemberantasan terhadap pencurian dengan 

pemberatan (curat) di wilayah Polres Lampung Selatan. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung 

dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan merupakan 

sumber data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber 

dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, Kasatgas 

Timsus Sikat Polres Lampung Selatan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi 

data dan klasifikasi data dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data 

menggunakan analisis kualitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menujukan: Peran Timsus Sikat 

termasuk memilik tiga peran yaitu: Peran Normatif, Peran Faktual dan Peran Ideal, 

Dalam memberantaskan pencurian dengan pemberatan (Curat) menunjukkan 

komitmen signifikan dalam menjaga keamanan masyarakat. Keberhasilan dalam 

pengungkapan kasus menjadi indikator Upaya penegakan hukum yang tidak hanya 

represif, tetapi juga memerlukan pendekatan pencegahan dan edukasi kepada 

masyarakat. Namun, efektivitas ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti 

keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya partisipasi masyarakat 

sebagai saksi, dan potensi kolusi. Kondisi sosial ekonomi  yang rendah juga 

menjadi pendorong tindakan kejahatan. 

Berdasarkan analisis faktor penghambat disarankan untuk mencakup peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan rutin dan investasi 

teknologi modern seperti CCTV dan perangkat lunak analisis data. Untuk 

mencegah kolusi, penting untuk memperketat sistem pengawasan internal. Di sisi 

lain, pemerintah daerah dan masyarakat didorong untuk berkolaborasi dalam 

program pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kewaspadaan melalui pos 

ronda. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan upaya pemberantasan curat 

dapat lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. 

Kata Kunci: Peran Penegakan Hukum, Timsus Sikat, Pencurian Dengan 

Pemberatan (Curat). 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT (SPECIAL TASK FORCE SIKAT) 

IN ERADICATING PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT  IN 

THE KALIANDA AREA 

 

(Study in the Area of Lampung Selatan Police Resort) 

 

 

By 

I Nyoman Gita Semadi 

One of the most common types of crime that occurs in the community environment, 

which will not only harm individuals but also cause discomfort in the environment, 

is the crime of aggravated theft, this crime of theft can involve aggravation, which 

explains that the theft is carried out in certain ways or certain circumstances. Article 

363 of the Criminal Code states that the perpetrator can be sentenced to a maximum 

of 7 (seven) years in prison, depending on the severity of the actions committed, 

with this the South Lampung Police through the Criminal Investigation Unit formed 

a Special Brush Team aimed at eradicating and emphasizing criminal acts, 

especially aggravated theft. Research Problem: The role of law enforcement carried 

out by the South Lampung Police Brush Team in handling aggravated theft cases. 

What factors are obstacles in the law enforcement efforts of the Brush Team in 

eradicating aggravated theft in the South Lampung Police area. 

This research approach uses a normative juridical approach supported by an 

empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources 

obtained through literature studies. The sources in this study were the Head of the 

Criminal Investigation Unit of the South Lampung Police, the Head of the Special 

Task Force for the South Lampung Police, and lecturers from the Criminal Law 

Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data processing was 

obtained through data identification, data classification, and data systematization. 

Meanwhile, data analysis used qualitative analysis. 

Based on the results of the research and discussion, it shows: The role of the Special 

Team for Brushing includes having three roles, namely: Normative Role, Factual 

Role and Ideal Role, in eradicating aggravated theft shows a significant 

commitment to maintaining public security. Success in revealing cases is an 

indicator of law enforcement efforts that are not only repressive, but also require a 

preventive approach and education to the community. However, this effectiveness  
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I Nyoman Gita Semadi 

is faced with various challenges such as limited human resources and technology, 

lack of community participation as witnesses, and the potential for collusion. Low 

socio-economic conditions are also a driver of criminal acts. 

Based on the analysis of inhibiting factors, it is recommended to improve the quality 

of human resources (HR) through regular training and investment in modern 

technology such as CCTV and data analysis software. To prevent collusion, it is 

crucial to strengthen internal oversight systems. Furthermore, local governments 

and communities are encouraged to collaborate on economic empowerment 

programs and increase vigilance through patrol posts. By implementing these 

recommendations, it is hoped that anti-theft efforts will be more effective, creating 

a safer environment for the community. 

Keywords: The Role of Law Enforcement, Timsus Sikat, Theft with 

Aggravating Circumstances. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dengan diatur dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam bentuk Pasal 1 Ayat (3).1 

Setiap tindakan warga negara, baik masyarakat ataupun pemerintah harus 

berdasarkan atas hukum pada negara republik indonesia.2  Dalam tataran negara 

hukum adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam melakukan tindakan dan 

segala tindakan harus tunduk di bawah hukum. Dengan demikian sesuai dengan 

sudut pandangan F.R. Botblingke, yang mengutarakan bahwa suatu negara hukum 

merupakan negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh 

ketentuan hukum.3 

Pertumbuhan penduduk di negara Indonesia sangat pesat, semakin tinggi populasi 

jumlah masyarakat itu sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, termasuk 

kedalam pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal ini sangat 

mengakibatkan setiap masyarakat harus bersaing untuk memperoleh kebutuhan dan 

keperluan mereka. Daya saing yang ketat itu justru dapat mempengaruhi kerawanan 

di bidang keamanan dan ketenangan di dalam kehidupan masyarakat salah satunya 

yaitu tindak pidana kejahatan. Bentuknya berbagai macam tindak pidana yang 

timbul di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pencabulan, perkosaan, 

penggelapan, pemerasan, serta berbagai kejahatan dan kekerasan lainnya. 

Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan setiap 

seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Masalah 

 
1 Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). “Pengaruh Aturan Asimilasi Di Rumah Dalam 

Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas II A Parepare”. 

JUSTISI. 9(1), 1-17. 
2 Mardani. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir, 2009, 

41-54. 
3 Redaksi, “Penghantar Kebijakan Dan Manajemen PNS”,  Jurnal Civil Service. Vol. 5, No. 2, 

November 2011. hlm. 41 
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ekonomi menjadi faktor berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang 

kerja atau lapangan pekerjaan, sehingga tidak semua mendapatkan keberuntungan 

yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran Di mana mana.4 

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah cenderung 

mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat dalam 

hal keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung 

mengakibatkan masyarakat menggunakan segala hal cara untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, seperti dengan cara mencuri. 

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di 

lihat dari berbagai situasi sosial saat ini, setiap orang sangat mungkin mencari jalan 

pintas dengan melakukan pencurian tersebut. Sudah sangat seringnya terjadi 

kejahatan pencurian dengan di latarbelakangi karena kebutuhan hidup yang kurang 

mencukupi.5  Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka secara tidak 

langsung berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah 

satunya yaitu dengan jenis pencurian dengan pemberatan (Seterusnya Di Sebut 

Curat). 

Tindak pidana pencurian yang diatur  di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

362 sampai dengan Pasal 367.  Di dalam Bab tersebut, diatur lima macam 

pencurian, yaitu: pencurian biasa (Pasal 362) KUHP. Pencurian dengan pemberatan 

(Pasal 363) KUHP. Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP. Pencurian dengan 

kekerasan (Pasal 356) KUHP.  Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.  Di 

dalam Pasal 362 KUHP tidak di jelaskan pengertian tentang pencurian, Di mana 

dalam hal pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak 

pidana pencurian, yaitu berunsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana 

pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.6 Pengertian barang disini mencangkup 

dengan berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. 

Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil 

 
4 Kristiyanti, C . T. S. (2022). “Hukum Perlindungan Konsumen”. Sinar Grafika 
5 Rumpang,  A.,  Rahman,  M.  S.,  &  Natsir,  M.  (2021). “Identifikasi   Sidik   Jari   Dalam   

Mengungkap   Tindak Pidana Pencurian”. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 26-33. 
6 Vide Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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benda milik orang lain tanpa meminta izin maka secara tidak langsung masuk 

kedalam kategori pencurian.7 

Gambar 1. Diagram data jumlah tindak kejahatan terhadap hak 

milik/barang di indonesia.8 

Berdasarkan Gambar 1 dapat kita lihat data pencurian di indonesia bahwa pada 

Tahun 2023, Kejahatan terhadap hak milik/barang dari Tahun 2022 hingga 2023 

mengalami peningkatan, dengan kejadian melonjak dengan signifikan dari 93.548 

pada 2022 meningkat menjadi 589.969 pada Tahun 2023, dengan beberapa yaitu 

Kategori pencurian tercatat meningkat dari 37.159 menjadi 49.546 kejadian. 

Kategori pencurian dengan pemberatan tercatat menjadi lonjakan terbesar, dari 

37.870 menjadi 62.872 kejadian. Diikuti juga oleh pencurian dengan kekerasan 

yang juga ikut meningkat dari 4.335 menjadi 6.573 kejadian. Dan yang terakhir 

kategori pencurian kendaraan bermotor yang juga semakin meningkat dari 14.184 

menjadi 20.978 kejadian. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kategori pencurian 

dengan pemberatan menjadi kategori tindak pidana yang paling melonjak tinggi 

tercatat dari tahun 2022 hingga 2024. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki hukuman 

yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa, salah satunya pencurian pada 

malam hari, ditempat terjadinya bencana atau dengan cara masuk paksa. Karena 

sebab itu kondisi-kondisi tersebut meningkatkan bahaya dan kerugian, sehingga 

 
7 Saputra, R. P. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”. Jurnal Pahlawan, 2019 

2(2), 1-8. 
8 Ateng Hartono, “Statistik Kriminal 2024”, Badan Pusat Statistik, hlm. 56-58. 
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hukuman yang diberikan juga semakin lebih tinggi, ini mencerminkan dampak 

kejahatan yang lebih besar.9 

Tindak pidana pencurian yang sudah di atur didalam Pasal 363 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dinamakan Curat. “pencurian dengan pemberatan” sebab 

pencurian tersebut di lakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat 

adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu; “pencurian 

dengan pemberatan” sebab dari istilah ini dapat dilihat bahwa karena sifatnya 

tersebut maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. 10  Tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan merupakan suatu Tindakan pencurian yang disertai 

dengan salah satu keadaan sebagai berikut: biasanya pencurian terjadi pada saat 

waktu malam hari, dilakukan dengan dua orang atau lebih dan dilakukan dengan 

cara merusak sehingga perbuatan atau tindakan ini menyebabkan kerugian bagi 

korban yang ditargetkan. 

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mana pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yang menyebutkan 

bahwa barang siapapun yang melakukan Tindakan yang melawan hukum dengan 

mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan 

maksud dan tujuan untuk dikuasai secara melawan hukum di ancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun;11 

1. Pencurian Ternak; 

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa 

laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-

hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau 

tidak dikehendaki oleh dua orang atau lebih; 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 

 
9 Ateng Hartono.Ibid. hlm. 58. 
10 Vide pasal 363 dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
11 Haryo wicaksono, budiyono dkk, “Penerapan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dalam 

keadaan memberatkan (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri cilacap Nomor 

235/Pid.B/2015/PN/.Clp).” Journal.Fh.Unsoed. Vol 3, No 1 (2021). hlm. 4. 
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5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai 

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau 

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan 

palsu.12 

Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Kepolisian 

Republik Indonesia merupakan sebagai institusi negara yang salah satu tugasnya 

ialah melakukan pengamanan dan menjamin keselamatan masyarakat negara.13 

Selain itu juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana 

pencurian. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan 

suatu penegak hukum. 14  Sebagai penegak hukum kepolisian sebagai suatu 

penegakan sangat memiliki peran yang sangat penting,  karena institusi inilah yang 

akan melakukan suatu tindakan hukum yang pertama apabila ada suatu pelanggaran 

hukum. Hal ini merupakan lembaga ini dapat dikatakan sebagai suatu ujung tembok 

penegakan hukum di masyarakat. 

Tindakan pelaksanaan penegakan hukum, polisi melakukan tindakan penyidikan 

dan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan 

apakah suatu perbuatan benar telah terjadi perbuatan pidana. Penyidikan digunakan 

untuk menemukan bukti dan menentukan seseorang sebagai tersangka. 15 

Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena 

merupakan bersinggung secara langsung dengan masyarakat yang menjadi 

golongan pencuri. Hal ini menyebabkan jaringannya yang begitu sangat luas hingga 

 
12 Haryo wicaksono dkk. Ibid. hlm. 4. 
13 Herisandi, Sufirman Rahman & Hardianto Djanggih, “Efektivitas penegakan hukum tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan”, Journal of lex philosophy, Vol 5, no 2 Desember 2024, 

hlm .2. 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, pada pasal 13. 
15 Dimas Rahmat Julianto, Hambali Thalib, & Ma’ruf Hafidz, “Efektifitas Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makasar”, Jurnal Of Lex 

Generalis, Vol 2, No 2 Febuari 2021, hlm. 3. 
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ke tingkat kecamatan, maka kepolisian hingga ini telah berkomitmen dalam 

menanggulangi pencurian dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. 

Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan merupakan sebagai institusi penegak 

hukum telah berupaya meningkatkan efektifitas penanganan kasus pencurian 

dengan pemberatan. Berbagai strategi dilakukan, seperti membentuk tim  khusus 

untuk menangani tindak pidana tertentu. Sehingga dengan ini bisa memperkuat 

kerja sama dengan masyarakat melalui program keamanan lingkungan, serta 

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses penyelidikan. Namun hal ini 

masih menghadapi kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Karena sebab 

ini masih banyaknya kasus-kasus di masyarakat yang belum dituntaskan termasuk 

salah satunya kasus tindak pidana (Curat), Kepolisian Resort (Polres) Lampung 

Selatan sebagai penegak hukum di wilayah kalianda belum optimal dan efektif 

dalam menangani atau menuntaskan kasus pencurian terkhususnya pencurian 

dengan pemberatan yang semakin meningkat terjadi di wilayah kalianda. 

Polsek Lampung Selatan merupakan wajah kesatuan polri yang secara langsung 

berhadapan dan mengayomi masyarakat, karena hal itu titik awal dari penegakan 

hukum, pembibing, perlindung dan pengayom masyarakat berada pada polres di 

wilayah lampung Selatan. Polres Lampung Selatan harus menjadi informasi 

mengenai titik awal ancaman Kamtibmas, titik awal pembinaan masyarakat, dan 

juga titik awal pelaksanaan tugas-tugas operasional kepolisian. Unit intelkam 

Polres Lampung Selatan harus aktif dalam penyelidikan intelijen terkait tindak 

pidana (curat) yang semakin marak terjadi dan meresahkan masyarakat. 

Dalam sudut pandang perspektif sosiologis, tingginya angka pencurian dengan 

pemberatan dan juga di sebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. Ketimpangan 

ekonomi, pengangguran, dan rendahnya tingkat Pendidikan. Hal ini sering menjadi 

pemicu utama seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, 

penegakan hukum sangat efektif harus disertai dengan pendekatan preventif yang 
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melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, 

dan serta dalam sektor swasta.16 

Contoh kasus yang penulis temukan yaitu pencurian dengan pemberatan terjadi di 

wilayah polres lampung Selatan yaitu pada hari rabu tanggal 05 februari 2025 

adalah perampokan toko eiger dengan mencuri satu lusin new lion’s, satu buah 

sabuk eiger, serta uang tunai Rp. 500.000, dengan total kerugian mencapai 

Rp.5.500.000. dan juga pelaku melanjarkan aksinya dengan menimpa korban 

seseorang karyawan honorer, yang kehilangan empat unit handphone setelah pelaku 

masuk ke rumahnya melalui jendela yang dirusak. sehingga menimbulkan kerugian 

ditaksir mencapai Rp. 4.000.000. polisi langsung membentuk tim khusus sikat 

untuk memburu para tersangka dan segera melakukan penangkapan para tersangka 

yang membawa kabur uang dan barang” di toko serta handphone, beberapa 

tersangka diamankan dari dua lokasi yang berbeda yaitu di jalan raden intan, dan di 

Jl Kusuma bangsa Gg pahlawan. Dengan demikian bahwa hasil penyelidikan dan 

pemeriksaan tentang beberapa tersangka, ditemukan bahwa dalam perbuatan 

pencurian ini, polisi mengamankan Dk Alias Akew (27) warga kelurahan bumi 

agung, kecamatan kalianda, lampung selatan, setelah terbukti melakukan dua tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan (curat).17  

Ulasan di atas menunjukkan bahwa dengan banyaknya kejadian pencurian 

khususnya curat tersebut membuat Tim Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) 

Lampung Selatan beserta jajarannya membentuk suatu timsus sikat yang dimana 

itu sendiri menunjukan respon cepat yang diambil oleh polri dalam pemberantasan 

atau penindakan para pelaku didalam kasus curat, timsus sikat baru dibentuk oleh 

satreskrim pada febuari 2025 setelah adanya kasus tersebut terjadi dan penelitian 

ini akan dilakukan di wilayah Polres Lampung Selatan. penulis sangat tertarik untuk 

membahas tentang “Peran Penegakan Hukum TimSus Sikat Dalam 

 
16 Herisandi1, Sufirman Rahman2 & Hardianto Djanggih, “efektifitas penegakan hukum tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan”, Journal of lex philosophy, Vol.5, No. 2, Desember 2024, 

hlm. 3. 
17 Dominius Desmantri Barus, “Pembobolan Toko Eiger Di Kalianda Lampung Selatan 

Tertangkap” Tribun Lampung.co.id 

https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2025/02/09/pembobol-toko-eiger-

di-kalianda-lampung-selatan-tertangkap Diakses pada tanggal 25 Februari 2025. 

https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2025/02/09/pembobol-toko-eiger-di-kalianda-lampung-selatan-tertangkap
https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2025/02/09/pembobol-toko-eiger-di-kalianda-lampung-selatan-tertangkap
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Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan (Curat) Di Wilayah Kalianda (Studi Pada Wilayah Polres 

Lampung Selatan)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan dengan atas keterangan yang sudah di uraikan dalam latar belakang 

sebelumnya maka terbentuklah suatu rumusan masalah di dalam penulisan ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung 

Selatan dalam pemberantasan terhadap tindak pidana (Curat) ? 

b. Apakah faktor-faktor hambatan dalam peran penegak hukum (timsus sikat) 

pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap tindak  pidana 

(Curat)? 

2. Ruang Lingkup 

Adapun beberapa ruang lingkup di tengah penelitian tersebut adalah mencakup ke 

dalam kajian ilmu hukum bagian pidana khususnya mengenai tentang: 

a. Peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam 

pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). 

b. Faktor-faktor dalam hambatan peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres 

Lampung Selatan terhadap tindak pidana (curat). 

Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Lampung 

Selatan. Penulis melakukan penelitian yang akan diadakan pada tahun 2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin di capai dalam suatu rangka penelitian ialah: 

a. Mengetahui peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan 

dalam pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana (Curat). 
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b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran penegak hukum (timsus 

sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap pelaku 

tindak pidana (Curat). 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian tersebut terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis yang akan di uraikan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis di dalam kegunaan penelitian tersebut merupakan untuk 

mempersembahkan suatu pemikiran sekaligus memperluaskan ilmu hukum khusus 

nya bagian hukum pidana dan akan menambah substansi atau khasanah di dalam 

perpustakaan di bidang ilmu pengetahuan hukum, yang berfokus dalam hukum 

pidana perihal tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

b. Kegunaan praktis 

Secara praktis dalam kegunaan penelitian ini dapat bahan acuan dan informasi bagi 

para praktis dan para aparat penegak hukum dan bisa bermanfaat bagi masyarakat 

dan pembaca terkait mengenai peran Timsus Sikat pada Polres Lampung Selatan 

dalam menangani pelaku tindak pidana (Curat). 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Menurut  pandangan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pengertian dalam 

kerangka teori merupakan sebuah rangkaian abstraksi ide-ide dalam pemikiran atau 

kerangka acuan dan landasan yang sangat relevan dalam melaksanakan suatu 

penelitian ilmiah, terkhususnya di dalam penelitian hukum.18 

a. Teori Peranan 

Menurut pandangan Margono Slamet, Peranan sesuatu bentuk perilaku yang 

dilakukan kepada seorang yang menepati suatu kegiatan posisi dalam mayarakat.19 

 
18 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 32. 
19 Sunarto, “Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Bandar Lampung: AURA, 2016), 

hlm. 32. 



 

10 

Teori peranan (Role Theory) merupakan teori yang berkombinasi dari berbagai 

teori, orentasi, serta disiplin ilmu. Selain dari psikologi dan antropologi.20 

Peran dapat dilihat dari aspek sosiologis mempunyai pengertian peranan yang 

meliputi tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati 

sesuatu posisi di dalam suatu system sosial. Sedangkan dari peran aspek yuridis 

peranan meliputi dengan tugas, fungsi, dan wewenang di dalam suatu system sosial. 

Teori peran Adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologis dan psikologis sosial 

yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-

kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap salah satu peran sosial ialah sebuah 

rangkaian harapan, kewajiban, hak, perilaku serta norma suatu seorang yang harus 

dialami dan terpenuhi. Model ini dilandaskan pada suatu bentuk pengamatan 

sesungguhnya beberapa orang bertindak dengan suatu cara yang bisa diperkirakan, 

dan suatu bentuk tindakan beberapa orang tergantung terhadap konteksnya, yang 

berlandasan dalam bentuk posisi sosial serta faktor-faktor lain.  

Margìonìo Slamìet mìengìemukakan bahwa pìeranan tìerdiri dari 2 hal yaitu: 

1. Prìescribìed rìolìes, mìerupakan suatu bìentuk pìeranan yang sudah dipastikan 

sìebìelumnya. Prìescribìed rìolìes, dalam kaitannya dìengan pìenìegakan hukum 

yaitu sìebagai ìorganisasi fìormal tìertìentu yang mìempunyai pìeran yang 

ditìetapkan ìolìeh kìetìentuan undang-undang, dìengan dìemikian prìescribìed rìolìes 

disìebut sìebagai pìeran nìormativìe. Pìeran nìormativìe hubungannya dìengan tugas 

dan kìewajiban pìenìegakan hukum dìengan bìentuk tìotal ìenfìorcìemìent, yaitu 

pìenìegak hukum yang bìerasal kìepada subtansi (subtansif criminal law). 

2. Expìectìed rìolìes (pìeran idìeal) yang dapat diartikan sìebagai bìentuk pìeranan yang 

diharapkan dilaksanakan ìolìeh suatu pìemìegang pìeranan, dan intìeraksi kìedua 

macam pìeran tìersìebut mìembìentuk pìercìeivìed rìolìe (pìeran factual). Expìectìed 

rìolìes atayuyang biasa disìebut sìebagai pìeran idìeal dalam pìenìegakan hukum 

mìempunyai kaitan sìebagai bìentuk suatu ìorganisasi fìormal yang diangan-

angankan dapat bìerfungsi dalam suatu pìenìegakan hukum dan dapat dilakukan 

sìebagai pìerlindung dalam masyarakat dalam susunan mìenciptakan kìetìertiban, 

 
20  
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kìeamanan yang bisa bìetujuan akhir  dìengan kìesìejahtìeraan, walaupun suatu 

pìeranan itu tidak dicantumkan dalam prìescribìed rìolìes.  

Intìeraksi kìedua macam pìeranan tìersìebut mìembìentuk pìercìeivìe rìolìes / pìeran factual 

ialah suatu bìentuk pìeranan sìesungguhnya yang bisa dilaksanaka ìolìeh pìenìegak 

hukum. Sìebagai aktualisasi dari pìeran nìormativìe dan pìeran yang diharapkan yang 

akan timbul karìena kìedudukan pìengak hukum sìebagai unsur pìelaksana yang 

mìemiliki diskrìesi untuk mìenggunakan kìekuasaan (wìewìenang) atau tidak 

mìenggunakan didasarkan pìertimbangan situasiìonal dalam mìencapai tujuan 

hukum. Dalam hal ini pìerfìormìed rìolìe itu akan mìencangkup pìeranan-pìeranan yang 

sudah diharapkan ìolìeh masyarakat sìehingga pìenìegak hukum dalam mìelakukan 

tugas-tugasnya dan tidak hanya akan sangat m ìempìertimbangkan kìepìentingan 

ìorganisasi/Lìembaga mìelainkan juga mìempìertimbangkan kìepìentingan 

pìelaksanaanya.21 

Hal ini dapat dihubungan dìengan pìenìelitian ini tìeìori pìeran sangat dibutuhkan untuk 

mìengìetahui kìedudukan Timsus Sikat Kìepìolisian Pìolrìes Lampung Sìelatan Dalam 

Mìelakukan Pìenyidikan Tindak Pidana Curat Di Wilayah Kalianda. 

b.  Tìeìori Pìenìegakan Hukum 

Mìenurut sudut pandang Barda Nawawi Ariìef mìengìemukakan bahwa Pìenìegakan 

hukum mìerupakan suatu tindakan mìenìegakan nilai-nilai kìeadilan dan kìebìenaran. 

Dalam hal tìersìebut bahwa untuk pìenìegak hukum di pìercaya ìolìeh masyarakat dalam 

mìenìegakkan suatu nilai-nilai kìeadilan dan kìebìenaran yang tìerkait di dalam suatu 

hukum. Sìelanjutnya sudut pandang Barda Nawawi Ariìef mìenjìelaskan bahwa dalam 

suatu usaha dalam mìelakukan pìenanggulangan kìejahatan dalam hukum pidana 

mìerupakan sìesungguhnya salah satu bagian dari usaha pìenìegakan hukum pidana, 

dìengan dìemikian bahwa dalam pìolitik hukum dan kìebijakan hukum pidana sìering 

di katakan bagian dari salah satu kìebijakan bìentuk pìenìegakan hukum (law 

ìenfìorcìemìent pìolicy).22 

 
21 Sunarto, “Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan”. (Bandar Lampung: AURA, 2016), 

hlm. 32 
22 Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, 

Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 23.  
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Sìelanjutnya mìenurut sudut pandang Barda Nawawi Ariìef mìenyatakan ialah  

pìenìegakan hukum pidana mìemiliki 2 tahap yaitu : 

1. Pìenìegakan hukum pidana (in abstractìo), 

In Abstractìo adalah suatu tahapan pìembìentukan sìerta pìerumusan (fìormulasi) di 

dalam undang-undang yaitu badan lìegislatif, yang juga sìering di kìenal dìengan tahap 

lìegislasi. 

2. Pìenìegakan hukum pidana (in cìoncrìetìo). 

In Cìoncrìetìo mìerupakan suatu tahapan dalam pìenìerapan sìerta pìengaplikasian dan 

mìelaksanaan undang-undang pada aparat pìenìegak hukum, yang sìering disìebut 

dìengan tahap judisial dan tahap ìeksìekusi.23 

Hijriani dkk, mìengìemukakan didalam Jurnal Sultra Rìesìearch Of Law bahwa 

pìenìegakan hukum mìerupakan suatu bìentuk kìegiatan usaha dalam mìenciptkan 

gagasan-gagasan kìeadilan. Pìenìegak hukum adalah suatu bìentuk prìosìes yang 

dilakukan suatu upaya bìerdiri tìegaknya atau mìemiliki fungsi nìorma-nìorma hukum 

sìecara fakta dalam suatu pìedìoman dalam kìetìerkaitan hukum kìehidupan dalam 

bìermasyarakat sìerta bìernìegara. Pìenìegak hukum juga mìerupakan suatu bìentuk usaha 

dalam mìewujudkan gagasan-gagasan sìerta kìonsìep-kìonsìep hukum yang diangan-

angankan masyarakat sìehingga bisa mìenjadi kìenyataan. pìenìegak hukum ialah 

mìerupakan hasil dari ìevìolusi para pìemikiran ahli hukum, sìosiìolìogi, kriminìolìogi, 

dan bìebìerapa ilmu-ilmu sìosial lainnya. Didalam tìeìori-tìeìori ini mìengalami 

pìerkìembangan dìengan pìerubahan sìosial, nilai-nilai masyarakat, pìerkìembangan 

ilmu pìengìetahuan, dan bìebìerapa tantangan baru di dalam bidang pìenìegakan hukum. 

Pìenìegakan hukum yang sangat ìefìektif dan bìerkìeadilan ialah mìerupakan salah satu 

pilar utama dalam mìembìentuk masyarakat yang adil dan stabil. Kìetika suatu systìem 

hukum bìerfungsi dìengan bijak dan baik, hak-hak individu tìerlindungi, kìejahatan 

juga bìerkurang, dan kìepìercayaan masyarakat tìerhadap suatu lìembaga pìeradilan 

mìeningkat. Namun di Indìonìesia sìendiri masih banyak tantangan bìesar yang cukup 

 
23 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana”, 

Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13. 
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masih sulit dihadapi dalam upaya mìenjaga dan mìeningkatkan pìenìegakan hukum 

yang mìemadai.24 

Jimly Asshiddiqiìe mìengìemukakan bahwa pìenìegakan hukum mìerupakan suatu 

prìosìes diadakannya upaya untuk tìegaknya atau bìergunanya suatu nìorma-nìorma 

hukum sìecara nyata sìebagai bìentuk pìedìoman pìerilaku dalam lalu lintas atau suatu 

hubungan-hubungan hukum didalam kìehidupan masyarakat dan bìernìegara.25 

Mìenurut Lawrìencìe M. Friìedman mìenjìelaskan bahwa suatu pìenìegakan hukum bisa 

manjur dan bìerhasil tidaknya pìenìegak hukum tìergantung pada tiga bìentuk unsur 

systìem hukum yaitu:26 

1. Struktur Hukum (Struktur Of Law); 

2. Subtansi Hukum (Substancìe Of Thìe Law); 

3. Sìerta Budaya Hukum (Lìegal Culturìe). 

Struktur hukum bìerkaitan dìengan aparat pìenìegak hukum, subtansi hukum 

mìencakup pìerangkat pìerundang-undangan sìerta budaya hukum adalah suatu hukum 

yang tumbuh dan hidup (living law) yang dipìercayai ìolìeh masyarakat.27 

c. Tìeìori Faktìor Yang Mìempìengaruhi Pìenìegakan Hukum. 

Mìenurut sudut pandang Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo ada bìebìerapa faktìor-faktìor pìendìorìong 

yang bisa mìempìengaruhi pìenìegakan hukum itu ialah sìebagai bìerikut: 

1. Faktìor hukumnya itu sìendiri (undang-undangnya); mìerupakan suatu hal yang 

mìengakibatkan aturan-aturan yang bisa mìemiliki suatu kìekuatan yang bìersifat 

mìemaksa/tìerpaksa, yaitu jika di langgar akan mìenimbulkan suatu bìentuk sanksi 

yang sangat tìegas sìerta nyata. 

2. Faktìor dari pìenìegak hukum, ialah suatu pihak-pihak yang mìembìentuk maupun 

sìerta ditìerapkan hukum dan pìenjaga kìeadilan (pìeacìe maintìenancìe) untuk bisa 

mìembantu dan mìengurus suatu pìenìegak hukum dìengan tujuan dari suatu bìentuk 

 
24 Hijriani dkk, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di 

Masyarakat” Journal Sultra Research Of Law. Vol 5 No 2 Tahun 2023. hlm. 58-60 
25 Hasaziduhu Molo, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, 

Keadilan Dan Kemanfaatan”.  Jurnal Warta Edisi: 59. Januari 2019, ISSN : 1829-7463. hlm. 4. 

 
26 Mushafi dkk, “Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid 

Prespektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman”. Journal Of Islamic Studies, Vol. 08 

No. 02, Agustus 2021. hlm. 186. 
27 Mushafi dkk, Ibid. hlm. 187. 
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hukum itu dapat bìerjalan sìemìestinya. Namun di dalam pìenìelitian ini hanya di 

Batasi pada  Kìepìolisian Rìesìort (Pìolrìes) Lampung Sìelatan yang mìembawahi 

wilayah Kalianda. 

3. Faktìor sarana atau fasilitas mìenunjang pìenìegak hukum; tanpa adanya suatu 

bìentuk sarana dan fasilitas tìertìentu, dalam hal ini maka dìengan dìemikian tidak 

mungkin pìenìegakan hukum akan bisa bìerjalan lancar, ini mìencangkup tìenaga 

manusia yang bìerpìendidikan dan kìetìerampilan.  

4. Faktìor masyarakat: adalah pìenìegakan hukum timbul dan bìersumbìer dari 

masyarakat dan mìemiliki tujuan untuk mìendapatkan kìedamaian di dalam suatu 

lingkup masyarakat, dalam hal ini dapat di lihat bahwa masyarakat itu s ìendiri 

dapat mìempìengaruhi dan mìenghambat kìepatuhan hukumnya. 

5. Faktìor kìebudayaan, ialah mìerupakan sìebagai suatu hasil karya, rasa dan cipta 

yang bìerlandasan atas karsa manusia di tìengah suatu pìergaulan, dìengan hal ini 

untuk mìencapai kìebutuhannya dìengan sìebagian bìesar di pìenuhi dìengan 

kìebudayaan tìersumbìer dari masyarakat itu sìendiri, namun pìerlu di  kìemampuan 

manusia ialah sangat sìedikit atau tìerbatas, dìengan bìegitu dalam kìemampuan 

kìebudayaan adalah hasil dari citaanya juga sìedikit dalam mìelìengakapi sìegala 

bìentuk  kìebutuhan.28 

2. Kìonsìeptual 

Kìonsìeptual mìerupakan suatu bìentuk kìerangka yang mìenguraikan kìetìerkaitan antara 

suatu bìentuk kìonsìep-kìonsìep khusus yang adalah mìerupakan kumpulan pada arti 

yang bìerhubungan dìengan dìemikian istilah yang tìekuni di dalam pìenìelitian.29 Hal 

ini di lakukan agar tidak tìerdapat kìekìeliruan pada inti pìokìok pìermasalahan, dìengan 

ini bahwa pìenulis mìempìersìembahkan bìebìerapa bìentuk kìonsìep yang mìerupakan 

bisa dijadikan pìedìoman dalam mìembìentuk sìerta mìemahami tulisan ini. 

Bìerdasarkan judul dari pìenulis akan jabarkan bìerbagai istilah yaitu: 

 
28 Soejono soekanro, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Ed. ,I Cet.7, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2007), hlm. 8. 
29 Soerjono Soekanto, “Penghantar Penelitian Hukum”, (Citra Aditya Bakti: Bandung: 2006), 

hlm. 132. 
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1. Tinjauan ialah mìerupakan dari mìengintai, mìelihat, mìemiliki, mìenyìelidiki, 

mìempìertimbangkan kìembali, mìemìeriksa, dan mìempìelajari dìengan cìermat.30 

2. Pìenìegakan hukum adalah suatu syst ìem yaitu aparatur pìemìerintahan yang 

bìertindak sìebagai tìerìorganisir dalam mìenìegakan suatu hukum dìengan 

mìenìemukan, mìemulihkan, mìenghalangi, dan mìenghukum sìetiap ìorang yang 

mìelanggar hukum dan juga standar hukum yang mìengatur kìebìeradaan aparat 

pìenìegak hukum itu bìerpìosisi.31 

3. Tindak Pidana adalah mìerupakan suatu bìentuk pìerbuatan yang sangat di larang 

mìenurut hukum  atau yang mìelanggar hukum, Dimana dalam bìentuk larangan 

tìersìebut bìerisi ancaman pidana (sanksi) sìetiap barang siapa yang mìelakukan 

Tindakan tìersìebut.32 

4. Pìencurian dìengan pìembìeratan (Curat) mìerupakan mìengambil, yakni 

mìengambil untuk dimiliki dan di dalam arti sìempit sìerta tìerbatas tìerhadap 

mìenggìerakan tangan sìerta jari-jarinya, mìenggìengam barangnya dan 

mìemindahkannya kìe tìempat lainnya, maka ìorang tìersìebut bìelum dapat 

diartikan mìencuri akan tìetapi sudah tìermasuk dalam pìercìobaan mìencuri, 

tìermasuk tìermuat pada Pasal 363 KUHP, pìencurian dìengan pìembìeratan sìering 

disìebut juga pìencurian dìengan kualifikasi, .33 

5. Pìolrìes lampung sìelatan adalah Kìepìolisian Rìesìort Lampung Sìelatan yang 

bìerada di wilayah kalianda yang bìertugas sìebagai pìenìegakan hukum, 

pìembimbing, pìelindung, dan mìengayìomi masyarakat. Dan juga harus bisa 

mìembìerikan infìormasi mìengìenai titik awal ancaman kamtimbas.34 

6. TimSus Sikat Pìolrìes Lampung Sìelatan adalah tim khusus yang dibìentuk atau 

dibuat ìolìeh Rìesìersìe Kriminal (Satrìeskrim) Pìolrìes Lampung Sìelatan bìesìerta 

 
30 Suryani, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Yrama Widya: Bandung: 2007), hlm. 628 
31 Hijriani dkk, Op.Cit. hlm. 60. 
32 Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum 

Positium, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 11 
33 R. Soesilo, “KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal” (Politeia: Sukabumi:1988), 

hlm. 249. 
34 Muhammad arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolsisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisin”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 

1, Januari 2021, hlm. 92. 
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jajarannya untuk mìenangani dan mìembìerantas tindak kìejahatan (curat) yang 

mìerìesahkan masyarakat di wilayah kalianda.35 

  

 
35 Ibid., hlm 93. 
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E. Sistìematika Pìenìelitian 

Pada pìenìelitian ini dapat di bagi mìenjadi  (5) bab dan Di mana tiap-tiap bab di bagi 

mìenjadi sub-sub bab dìengan pìembagian sistìematika pìenulisan sìebagai bìerikut: 

I PENDAHULUAN 

Bab ini akan bìerisi uraian tìentangg latar bìelakang masalah, pìerumusan masalah, 

tujuan pìenìelitian, kìegunaan pìenìelitian, kìerangka tìeìoritis, kìonsìeptual dan 

sistìematika pìenulisan. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tìersìebut mìemuat tìentang tìeìori-tìeìori yang bìerhubungan dìengan judul 

pìenìelitian antar lain pìengìertian pìenìegakan hukum, tinjauan mìengìenai tindak 

pidana, dan tinjauan umum tìentang tindak pidana pìencurian,  

III METODE PENELITIAN 

Bab ini mìemuatkan tìentang mìetìodìe yang akan di lakukan dalam pìenìelitian antara 

lain adalah pìendìekatan masalah, pìenguraian tìentang sumbìer data dan jìenis data, 

sìerta prìosìedur analisis data yang tìelah didapat. 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bìerisi pìembahasan pìokìok-pìokìok pìermasalahan antar lain mìengìenai 

pìenìegakan hukum tìerhadap tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan (curat) di 

wilayah kalianda (Studi pada wilayah Pìolrìes Lampung Sìelatan) dan upaya apa yang 

di lakukan Pìolrìes Lampung Sìelatan dalam mìenanggulangi tindak pidana (curat) di 

wilayah kalianda. 

V PENUTUP 

Bab ini mìemuat tìentang kìesimpulan dari apa yang sudah dibahas sìerta dijìelaskan 

pada bab sìebìelumnya yang mìerupakan adalah jawaban dari bìebìerapa pìermasalahan 

bìerdasarkan hasil pìenìelitian, yang sìelanjutnya akan dibìerikan saran yang bisa 

sifatnya mìemungkinkan bisa di bìerikan dalam mìenyìelìesaikan pìermasalahan yang 

bìerhubungan tìentang tindak pidana (curat). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pìengìertian Pìenìegakan Hukum 

Pìenìegakan hukum adalah suatu untuk mìerìealisasikan gagasan-gagasan kìeadilan, 

kìepastian hukum dan kìegunaan sìosial mìenjadi kìenyataan. Olìeh sìebab itu pìenìegakan 

hukum pada hakikatnya mìerupakan prìosìes pìerwujudan idìe-idìe atau gagasan. 

Pìenìegakan hukum mìerupakan prìosìes di laksanakannya upaya tìegaknya atau 

bìerfungsinya nìorma-nìorma hukum sìecara nyata sìebagai suatu pìegangan pìelaku 

yang dalam bìentuk hubungan-hubungan hukum di dalam kìehidupan bìermasyarakat 

dan bìernìegara.36 

Mìenurut sudut pandang Barda Nawawi Ari ìef mìengìemukakan bahwasanya 

Pìenìegakan hukum mìerupakan suatu Tindakan mìenìegakan nilai-nilai kìeadilan dan 

kìebìenaran. Dalam hal tìersìebut bahwa untuk pìenìegak hukum di pìercaya ìolìeh 

masyarakat dalam mìenìegakkan suatu nilai-nilai kìeadilan dan kìebìenaran yang 

tìerkait di dalam hukum. Sìelanjutnya sudut pandang Barda Nawawi Ari ìef 

mìenjìelaskan bahwa dalam suatu usaha pìengìendalian bìentuk kìejahatan dalam 

hukum pidana mìerupakan hakikatnya salah satu bagian dari upaya pìenìegakan 

hukum pidana, dìengan dìemikian bahwa pìolitik hukum dan kìebijakan hukum pidana 

sìering di katakan bagian dari salah satu k ìebijakan pìenìegakan hukum (law 

ìenfìorcìemìent pìolicy)37 

Pìengìertian tìentang pìenìegakan hukum dapat di lihat dari ruang ìobjìeknya, yaitu 

sìebagai hukumnya. Hal ini dapat juga mìencangkup makna yang luas dan sìempit. 

Dìengan dìemikian makna luas, pìenìegakan hukum itu dapat mìeliputi pula dìengan 

nilai-nilai kìeadilan yang mìengandung di dalamnya bìerbunyi dari aturan fìormal 

maupun suatu bìentuk nilai-nilai pada kìeadilan yang tumbuh dan bìerkìembang di 

 
36 Hasaziduhu moho, Op.Cit. hlm. 6 
37 Brada Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 23 
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masyarakat. Sìedangkan dalam makna sìempit, pìenìegakan hukum itu hanya 

bìerkaitan pada pìenìegakan pìeraturan yang fìormal dan tìertulis saja. Karìena sìebab itu, 

arti kata “law ìenfìorcìemìent” kìe dalam Bahasa Indìonìesia dalam mìenggunakan 

sìebutan “Pìenìegakan Hukum” dalam arti luasnya dan dapat pula digunakan d ìengan 

Bahasa istilah “Pìenìegakan Pìeraturan” dalam arti sìempitnya,38 

Pìenìegakan hukum ìobjìektif, sìepìerti di uraikan diatas dalam ìobjìektif, nìorma hukum 

yang  harus dipìerjìelaskan mìencakup dalam pìengìertian hukum fìormal dan hukum 

matìeriìel. Bahwa hukum fìormal hanya kìetìerkaitan dìengan suatu pìeraturan 

pìerundang-undangan tìertulis, sìedangkan dìengan hukum matìeriìel bìerkaitan dìengan 

pìengìertian nilai-nilai kìeadilan yang tumbuh dan bìerkìembang di dalam masyarakat. 

Sìelain itu ada aparatur pìenìegak hukum ini mìeliputi mìengìenai instansi pìenìegak 

hukum dan aparat (yaitu ìorangnya) pìenìegak hukum. Di dalam pìengìertian sìempit 

itu sìendiri, aparatur hukum yang ikutsìerta di dalam kìegiatan tìegaknya hukum 

tìersìebut, di mulai dari saksi, pìolisi, pìenasìehat hukum, pìenuntut umum (jaksa), 

hakim dan pìetugas sipir pìermasyarakatan. Tiap aparat dan aparatur t ìerkait 

bìerhubungan pula pihak-pihak yang bìerkaitan dìengan tugas atau pìeranannya salah 

satunya bìerkaitan dìengan bìentuk kìegiatan pìelapìoran dan pìengaduan, pìenyìelidikan, 

pìembuktian, pìenuntutan, pìenjatuhan vìonis dan pìembìerian sanksi, dan ada upaya 

pìermasyarakatan kìembali (rìesìosialisasi) tìerpidana.39 

Pìenìegakan hukum adalahj suatu prìosìes untuk mìenciptakan atau mìengangankan 

kìeinginan-kìeinginan didalam suatu hukum agar bisa mìenjadi kìewajiban dan di taati 

ìolìeh masyarakat. Mìenurut sudut pangan Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo dalam kìonsìeptual, 

mìengìemukakan bahwa “pìenìegakan hukum tìerlìetak pada suatu kìegiatan 

mìenyìelìesaikan hubungan nilai-nilai yang di uraikan di dalam kaìedah-kaìedah yang 

mantap dan mìengìejawantah sìerta sikap tindak sìebagai rangkaian pìenjabaran nilai 

akhir dan untuk mìenciptakan, mìemìelihara dan mìempìertahankan pìergaulan hidup. 

Pìenìegakan hukum tidak dapat tìerlìepas dari hak asasi manusia, namun hal ini dìengan 

adanya alat-alat paksa khusus (bijzìondìer dwangmiddìelìen) yang di maksud alat 

paksa di sini bukan mìerupakan pìemaksaan fisik mìelainkan alat pìemaksa yang sah 

 
38 Jimly asshiddqie, “Penegakan Hukum”, (academia.edu: 2016), hlm. 1 
39 Ibid. hlm. 2. 
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diatur ìolìeh kìetìentuan pìerundang-undangan sìepìerti pìenangkapan, pìenyitaan dan 

pìenahanan”.40 

Pìenìegakan hukum yang dimaksud disini adalah kìepìolisian atau pìolisi adalah 

mìerupakan suatu pranata umum sipil yang m ìengatur tata tìertib (ìordìe) dan hukum. 

Mìenurut Sìoìebrìotìo Brìotìodirìedjìo, mìenjìelaskan bahwa istilah pìolisi bìersumbìer dari 

bìentuk istilah Yunani Kunìo “pìolitìeia” yang mìemiliki arti pìemìerintahan suatu pìolis 

atau kìota.41  Sìedangkan mìenurut pandangan W.J.S. bahwa pìolisi sìebagai bìentuk 

badan pìemìerintahan yang bìertugas mìemìelihara kìeamanan dan kìetìertiban umum 

sìepìerti cìontìoh mìenangkap sìerta mìenindak ìorang yang mìelanggar hukum atau 

undang-undang yang bìerlaku dan pìegawai nìegara yang bìerpìeran mìenjaga 

kìeamanan. 42 

Pìolri dìengan kìebìeradaanya mìemìegang ìempat (4) pìeran stratìegis, sìebagai bìerikut: 

1. Pìerlindungan Hukum; 

2. Pìenìegakan Hukum; 

3. Pìencìegahan Pìelanggaran Hukum; 

4. Pìembinaan Kìeamanan dan Kìetìertiban Masyarakat. 

Sìebagaimana diatur di dalam kìetìentuan Undang-Undang Nìomìor. 2 Tahun 2002 

tìentang Pìolri sìecara gamblang ditafsirkan bahwa ialah suatu tugas pìolri adalah 

mìerupakan pìenìegakan hukum, pìengayìom, pìelindung, dan pìembibing masyarakat 

tìerutama dalam suatu rangka kìepatuhan dan kìetaatan tìerhadap hukum yang bìerlaku. 

Di dalam unsur kìetìentuan Undang-Undang itu, ada dua bìentuk hal yang mìenjadi 

pìokìok tugas utama sìerta pìeranan pìolri sìebagaimana sìesuai kìetìentuan didalam 

Tribrata ataupun Catur Prasìetya Pìolri. Diatur di dalam Undang-Undang Nìomìor. 2 

Tahun 2022, pada Pasal 13 mìenìentukan bahwa pìolri bìertugas:43 

  

 
40 Soerjono Soekanto, “Hukum Acara Pidana”, (Badan Penerbit: Universitas Diponegoro: 

semarang: 2006), hlm. 7. 
41 Soebroto Brotodirejo, “Polri sebagai penegak hukum” (Sespimpol: Bandung: 1989), hlm. 2. 
42 W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” (PN balai Pustaka: Jakarta: 1985), 

hlm. 763 
43 Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum 

menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 

2021, hlm. 95-97 
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1. Mìemìelihara kìeamanan dan kìetìertiban masyarakat; 

2. Mìenìegaskan hukum; dan 

3. Mìembìerikan pìerlindungan, pìengayìoman dan pìelayanan kìepada masyarakat, 

sìebagai pìenìegakan hukum (Law Enfìorcìeman Officìer) dan pìemulihan kìetìertiban 

(Ordìer Maintìenancìe). 

B. Pìengìertian dan unsur-unsur tindak pidana 

1. Pìengìertian Tindak Pidana 

Tindak pidana atau strafbaarfìeit atau pìerbuatan pidana adalah suatu bìentuk 

pìerbuatan yang bisa dilarang ìolìeh aturan hukum, di mana larangan tìersìebut bìerisi 

ancaman (sanksi) yang bìerbìentuk hukuman pidana, Siapapun yang mìelanggar 

larangan tìersìebut. 44  Di sisi lain didalam Bahasa Indìonìesia, lain kata tìersìebut 

diartikan dìengan bìerbagai bìentuk istilah, sìepìerti pìerbuatan pidana, pìelanggaran 

pidana, pìeristiwa pidana, pìerbuatan yang bìolìeh di hukum dan pìerbuatan yang dapat 

dikìenakan hukuman.45 

Mìenurut pandangan Simìons mìengìemukakan bahwa tindak pidana adalah 

mìerupakan suatu tindakan yang mìelanggar hukum tìelah di lakukan dìengan sangat 

sìengaja maupun dìengan tidak sìengaja pada sìesìeìorang yang dapat di pìertanggung 

jawabkan atas sìemua prilakunya dan ìolìeh undang-undang tìelah di nyatakan sìebagai 

suatu kìegiatan tindak yang dapat dihukum. S ìedangkan Wirjìonìo Prìodjìodikìorìo 

mìenjìelaskan suatu tindak pidana adalah mìerupakan suatu tindakan pìelanggaran 

nìorma-nìorma didalam 3 bidang hukum lain, salah satunya yaitu hukum pìerdata, 

hukum kìetìetanìegaraan dan hukum tata usaha pìemìerintah, yang dinyatakan ìolìeh 

Undang-Undang dianggap sìengan suatu hukum pidana. Lalu mìenurut Pìompìe suatu 

tindak pidana ialah suatu pìelanggaran tìerhadap bìentuk nìorma (gangguan tìerhadap 

tìertib hukum) yang sìecara dìengan sìengaja maupun sìecara tidak dìengan sìengaja di 

lakukan ìolìeh pìelaku, hal ini dijatuhan hukuman tìerhadap sìeìorang pìelaku tìersìebut 

ialah dìengan pìerlu dìemi tìerpìeliharanya kìetìertiban hukum dan tìerjaminnya 

kìepìentingan umum.46 

 
44 Adami chazawi, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” (Alumni: Bandung: 2006), hlm. 

71. 
45 P.A.F. Lamintang, “Delik-Delik Khusus” (Sinar Baru: Bandung: 1997), hlm. 185. 
46 P.A.F Lamintang, Op Cit, hlm. 182. 
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Tindak pidana mìerupakan suatu pìengìertian yuridis, bìeda halnya dìengan kata lain 

pìerbuatan tindakan jahat atau kìejahatan (crimìe atau Vìerbrìechìen atau Misdaad) 

yang dapat diartikan kìedalam kriminìolìogi dan psikìolìogis. Sìebagai sìebuah 

gambaran umum suatu pìengìertian kìejahatan dan tindak pidana yang di jìelaskan ìolìeh 

Djìokìo Prakìosìo bahwa dikatakan sìecara pandangan yuridis pìengìertian kìejahatan dan 

tindak pidana mìerupakan suatu tindakan atau pìerbuatan yang di  larang ìolìeh 

Undang-Undang dan pìelanggarannya bisa dikìenakan sanksi atau ancaman, 

sìelanjutnya Djìokìo Prakìosìo mìengìemukakan bahwa sìecara pandangan kriminìolìogis 

kìejahatan dan tindak pidana mìerupakan suatu pìerbuatan yang mìelanggar nìorma-

nìorma hukum yang bìerlaku di dalam ruang lingkup masyarakat dan mìendapatkan 

rìeaksi nìegatif ìolìeh masyarakat, dan sìecara pandangan Psikìolìogis kìejahatan dan 

tindak pidana ialah suatu pìerbuatan sìesìeìorang yang nìormal bìersifat langsung 

mìelanggar hukum, yang di sìebabkan ìolìeh bìebìerapa faktìor-faktìor kìejiwaan dari sifat 

si pìelaku pìerbuatan tìersìebut.47 

Hal ini ada bìebìerapa istilah atau dìefinisi di atas , yang sangat tìepat digunakan ialah 

“Tindak Pidana” dan “Pìerbuatan Pidana”, ini sìebab karìena sìelain tìerdapat 

pìengìertian yang tìegas dan jìelas, juga sìebagai suatu pìeristilahan hukum yang sangat 

praktis diungkapkan dan sudah lumrah di kìenal di lingkungan masyarakat. 

Mìenurut Mìoìeljatnìo mìengìemukakan bahwa suatu pìerbuatan pidana di dìefinisikan 

sìebagai pìerbuatan yang di larang tìerhadap suatu bìentuk aturan hukum sìerta 

larangan mana di sìertai ancaman (sanksi) yang bìerupa bìerbìentuk pidana tìertìentu , 

sìetiap ìorang yang mìelanggar larangan tìersìebut.48  Hal ini pìerbuatan pidana lìebih 

tìepat di gunakan dìengan alasan yaitu sìebagai bìerikut: 

a. Pìerbuatan yang di larang  mìerupakan suatu pìerbuatan dalam lingkup (pìerbuatan 

manusia, yaitu suatu fìenìomìena kìejadian atau kìeadaan yang di timbulkan ìolìeh 

kìelakuan sìesìeìorang), dalam artinya di mana larangan itu bisa di tunjukan pada 

pìerbuatannya. sìedangkan itu, ancaman pidananya bisa di tujukan pada 

ìorangtuanya. 

 
47 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso “Hak Asasi Tersangka Dan Psikologi dalam Konteks 

KUHAP”, (Bina Aksara: Jakarta: 1987), hlm. 137. 
48 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 54. 
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b. Antara larangan (yang lìebih ditunjukan pada pìerbuatan) dìengan sìebuah ancaman 

pidana (yang ditunjukan pada ìorangnya), mìemiliki hubungan yang sangat ìerat. 

Olìeh sìebab itu, suatu pìerbuatan (yang bisa bìerupa kìeadaan atau suatu kìejadian 

yang bisa mìenimbulkan ìorang tadi, bisa mìelanggar larangan) dìengan ìorang yang 

mìenimbulkan suatu pìerbuatan tadi mìemiliki suatu hubungan yang sangat ìerat 

pula. 

c. Untuk mìenyatakan adanya suatu hubungan yang ìerat itulah, maka lìebih bagusnya 

di pìergunakan suatu istilah pìerbuatan pidana, suatu pìengìertian abstrak yang 

mìenunjukan pada suatu kìeadaan kìonkrìet yaitu pìertama, mìemiliki kìejadian yang  

tìertìentu (pìerbuatan), dan kìedua, adanya sìesìeìorang yang bìerbuat atau yang 

mìenimbulkan tragìedy kìejadian itu.49 

Mìenurut Sudartìo, mìenjìelaskan bahwa pìenghukuman bìersumbìer dari suatu kata 

hukum, sìehingga bisa di  artikan sìebagai suatu pìenìetapan hukum atau suatu putusan 

mìengìenai tìentang hukum (bìerìechtìen). Mìengukuhkan hukum untuk suatu fìenìomìena 

pìeristiwa tìersìebut tidak hanya bìerkaitan dìengan bidang Hukum Pidana tìersìebut, 

Akan tìetapi bisa juga tìermasuk hukum pìerdata. Pandangan sudartìo disini yang 

dimaksud dìengan pidana ialah pìendìeritaan yang sìengaja di bìebankan kìepada 

sìesìeìorang yang mìelakukan tindkan yang mìemìenuhi syarat-syarat hal tìertìentu.50 

Mìenurut Sudradjat Bassar mìenyatakan bahwa ada Kìesimpulan tìerhadap pìengìertian 

pìerbuatan pidana yang bisa di dìefinisikan ìolìeh Mìoìeljatnìo bahwa suatu 

tindak/pìerbuatan yang akan bisa mìenjadi suatu tindakan pidana apabila didalam 

pìerbuatan tìersìebut: 

a. Mìelawan hukum; 

b. Mìerugikan masyarakat; 

c. Di larang ìolìeh aturan pidana; dan 

d. Pìelakunya diancam dìengan pidana.51 

Tindak pidana dikìelìompìokan ada 2 jìenis, yaitu sìebagai bìerikut: 

 
49 Adam Cazawi, Op. Cit, hlm. 73. 
50 Sudarto, “Hukum Pidana 1A-1B”, (Fakultas Hukum: Universitas Sudirman: Purwokerto: 1991), 

hlm. 3. 
51 Sudradjat Bassar “Tindak-tindak pidana Tertentu”, (Remadja Rosda Karya: Bandung: 1986), 

hlm. 2. 
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a. Tindak pidana umum yang sudah diatur dalam KUHP 

Dalam pìembagian tindak pidana, tidak dapat dipastikan d ìengan nyata dalam suatu 

pasal KUHP, mìelainkan sudah diwajarkan sìedìemikian adanya, dan kìenyataannya 

antara lain dari Pasal 4, 5, 39 dan 53 buku kìe-1, Buku kìe II ialah mìengìenai kìejahatan 

dan Buku III mìengìenai tìentang pìelanggaran. 

b. Kìejahatan  

Kìejahatan dalam sudut pandang Nanik Widiyanti mìerupakan suatu pìerbuatan yang 

mìenyìebabkan mìelanggar dan bìertìolak bìelakang dìengan apa yang ditìentukan di 

dalam suatu kaidah dan tìegasnya, suatu pìerbuatan yang mìenyìebabkan mìelanggar 

larangan yang ditìentukan dalam kaidah hukum dan tidak mìemìenuhi atau karìena 

mìelawan pìerintah yang di tìetapkan di dalam suatu kaidah hukum yang ada didalam 

kìehidupan masyarakat.52 

Di dalam suatu yang bìerkaitan dìengan ini, pìelaku tindak kìejahatan bisa dibilang 

tìelah mìemiliki filìosìofi yang ikut mìendukung tìerhadap tìerjadinya tindak kriminalitas 

itu, sìebagai suatu cìontìoh sìesìeìorang ada di suatu lingkungan yang sangat rawan 

tìerhadap suatu tindak criminal, maka dìengan sìecara sìosiìolìogis, raganya dan 

jiwanya bisa dapat bìerpìengaruh ìolìeh di mana kìeadaan tìempat tinggalnya. 

Dan yang tìerakhir mìenurut sudut pandang Suìe Titus Rìeid di dalam buku sìoìerjìonìo 

Sìoìekantìo, ada bìebìerapa pìerumusan mìengìenai kìejahatan yang dapat dipìerhatikan 

ialah: 

a) Kìejahatan mìerupakan suatu tindakan di sìengaja (ìomissi). Di dalam pìengìertian 

tìersìebut, sìeìorang bisa di hukum bukan karìena pikirannya, mìelainkan juga bisa 

harus ada suatu tindakan atau kìealpaan didalam pìerbuatan atau tindakan. 

Kìegagalan sìesuatu dalam bìertindak bisa tìermasuk juga kìejahatan, jika adanya 

sìesuatu kìeaiban hukum untuk bìerbuat tindakan di dalam suatu kasus tìertìentu, 

di lain hal itu ada suatu niatan jahat (Criminal insìert, mìens rìea). 

b) Mìerupakan suatu tindak pìelanggarann hukum pidana. 

c) Di lakukannya dìengan tidak ada suatu pìembìelaan atau pìembìenaran yang diakui 

di mata hukum. 

 
52 Ninik Widiyanti, “Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari segi Kriminologi 

dan social”, (Pradnya Paramita: Jakarta: 1978) hlm. 147. 
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d) Mìendapatkan sansi dari nìegara sìebagai suatu tindak kìejahatan atau 

pìelanggaran.53 

Bìerdasarkan dalam kìetìerangan di atas bisa di lihat bahwa bìentuk kìejahatan 

mìerupakan suatu sikap atau prilaku dalam masyarakat yang s ìecara sadar tìelah 

mìenyimpang dan kìenyataannya mìelanggar aturan atau sìebuah nìorma hukum yang 

bìerlaku. Dìengan hal ini bagi si pìelaku tindak kìejahatan bisa mìendapatkan imbalan 

bìerupa sanksi pidana dìengan tanpa adanya suatu pìembìelaan dan pìembìenaran di 

dalam kacamata hukum. 

a. Pìelanggaran  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu tindak pìelanggaran 

itu sìendiri dia atur di dalam Pasal 489 dan Pasal 569 Bab I-IX. Pìengìertian 

pìelanggaran mìerupakan “wìetsdìelicthtìen” yaitu suatu pìerbuatan atau Tindakan yang 

bìersifat dalam hukumnya baru dapat dikìetahui dìenga adanya “wìet” yang 

mìenìentukan dìemikian.54 

Mìenurut pandangan Andi Hamza, bahwa suatu pìembagian dari tindak pidana 

mìenjadi sìeuatu kìejahatan dan pìelanggaran. Hal ini dapat mìembawa bìerbagai akibat 

hukum yang sifatnya hukum mìetìeriìel, yaitu: 

a) Di dalam undang-undang tidak adanya hal mìembuat suatu pìerbìedaan antara 

“Opzìet” dan “Culpa” di dalam pìelanggaran itu. 

b) Di dalam suatu bìentuk pìercìobaan untuk mìelakukan bìentuk pìelanggaran tidak 

bisa dihukum. 

c) Di suatu dalam bìentuk pìelanggaran, pìengurus dan anggìota pìengurus maupun 

para kìomisaris itu hanya bisa di hukum apabila b ìentuk pìelanggaran itu tìerjadi 

bìegitu saja dìengan sìepìengìetahuan mìerìeka. 

d) Kìeikutsìertaan atau “mìedìeplichtighìeid” di dalam bìentuk pìelanggaran tidan bisa 

di hukum. 

e) Syarat bagi pìenuntutan mìerupakan suatu pìelanggaran itu ada pada kìetìentuan 

bahwa adanya suatu pìengaduan itu. 

 
53 Soerjono Soekanto, “Penanggulangan Kejahatan” (Rajawali Pers: Jakarta: 1984), hlm. 44. 
54 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Rineka Cipta: Jakarta: 2002), hlm. 37. 
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f) Dalam pìenuntutan mìemiliki jangka waktu kadaluarsa hak untuk m ìelakukan 

tuntutan di dalam (Pasal 78 Ayat (1) Angka 1 KUHP), dan suatu hak dalam 

mìelakukan hukuman.55 

Bìerdasarkan  di dalam uraian di atas dapat kita lihat bahwa suatu p ìembagian di 

dalam dìelik atas kìejhatan dan pìelanggaran mìenimbulkan suatu pìerbìedaan, hal ini 

sìering di katakannya dalam kìejahatan sìebagai dìelik hukum, maksudnya ialah di atur 

dalam undang-undang sudah bisa di lihat sìebagai bìentuk pidana, sìedangkan 

pìelangaran itu sìendiri sìering dikatakan sìebagai dìelik Undang-undang, makasudnya 

ialah pìelanggaran tìersìebut barulah tìercantum kìedalam undang-undang yang bis 

akita pandang sìebagai bìentuk dìelik. 

c. Tindak Pidana Khusus yang di atur di luar KUHP 

Sìecara sìedìerhana dalam buku hukum di bagi atas hukum pidana umum dan hukum 

pidana khusus, yaitu hukum pidana ìekìonìomi, hukum pidana militìer dan hukum 

pidana fiscal. Mìenurut sudut pandang Pìompìe, mìelihat dalam hukum pidana 

ìekìonìomi ialah sìebagai pidana khusus.56 

Sìelanjutnya mìenurut kìedalam sudut pandang Mìoìeljatnìo mìengìemukakan bahwa 

supaya tidak tìerjìerumus dan mìengitìensifikan tìentang tindak pidana khusus, dìengan 

dìemkian di arahkan adanya suatu istilah baru yaitu p ìerundang-undangan pidana 

khusus “Lìex spìecialis Dìerìogat Lìegi Gìenìerali”, jadi di arahkannya langsung kìepada 

undang-undangnya, dan , dan tidak bìerdasarkan “criminal law”.57 

Dan pìendapat Mìoìeljatnìo mìenjìelaskan bahwa sìecara kìenyataan sìesuai dalam pasal 

103 KUHP yang mìenyìebutkan bahwa kìetìentuan-kìetìentuan di dalam Bab I sampai 

dìengan Bab VIII dalam buku ini dapat bìerlaku dalam pìerbuatan-pìerbuatan yang 

ditìentukannya ìolìeh pìerundang-undangan lainnya dapat diancam dìengan pidana, 

kìecuali dalam hal jika tìerdapat undang-undang ditìetapkan lain. 

Bìerdasarkan dìeskripsi di atas, maka dapat dipahami bahwasanya suatu tindak 

pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dìengan tìersìendiri di luar KUHP,  di 

dalam pìeraturann pìeundang-undang yang dìengan khusus mìengatur tìenang tindak 

pidana dan sanksi. 

 
55 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 98. 
56 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 12.  
57 Ibid. hlm. 14. 
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Dalam kìeìempat unsur bagian itu ada dikìetahui bahwa dalam huruf C dan D adalah 

butir yang di pastikan bahwasanya suatu tindak pìerbuatan ialah tindakan pidana. 

Dìengan hal ini dapat di lihat dìengan kìetìentuan-kìetìentuan hukum pidana yang sudah 

ada dan bìerlaku (hukum pìositif) yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), dan di dalam pìeraturan-pìeraturan pidana, bisa ditìentukan kìedalam 

kìetìetapan hukum pidana di dalam KUHP. Olìeh karìena itu hal ini dapat sìesuai 

dìengan dasar pìokìok dari bìerbagai kìetìentuan hukum pidana  yaitu “azas lìegalitas” 

atau “asas nullum dìelictum nulla pìoìenasinìe lìegìe pìoìenali”, yang bisa dimaksud 

sìesuai dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang ditìentuka: “tiada suatu pìerbuatan dapat 

dipidana kìecuali bìerdasarkan pìeraturan pìerundang-undangan hukum pidana yang 

ada dan bìerlaku sìebìelum pìerbuatan dilakukan”.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Yaitu suatu tindakan/pìerbuatan bisa di katakan sìebagai tindak pidan ajika 

mìemìenuhi bìebìerapa unsur. Hal ini dapat di lihat bahwa unsur-unsur tindakan pidana 

yang dikìemukakan ìolìeh bìebìerapa ahli mìemiliki pìerbìedaan, namun dalam hal 

prinsip intinya sama. Bìebìerapa unsur-unsur tindak pidana bisa di bìedakan mìenjadi 

dua (2) sìegi yaitu: 

a) Unsur dalam subjìektif  

Mìerupakan hal-hal yang bìerkaitan pada si pìelaku atau ada hubungannya dìengan si 

pìelaku itu sìendiri, yang tìerpìenting ialah mìerupakan yang bìerkaitan dìengan batinnya. 

Unsur dalam Subjìektif tindak pidana mìencangkup: 

1) Kìesìengajaan “Dìolus” ataupun kìealpaan “Culpa”; 

2) Dalam bìentuk niatan atau dìengan sìegala bìentuknya; 

3) Dalam bìentuk Ada atau tidaknya pìerìencanaan. 

b) Unsur dalam Objìektif 

Ialah mìerupakan bìebìerapa hal-hal yang bìerkaitan dìengan kìondisi kìeadaan lahiriah 

yaitu Dimana dalam kìeadaa dimana tindakan pidana itu dapat dilakukan dan 

tìerdapat pada diluar batin pìelaku. 

1) Mìemìenuhi rumusan Undang-Undang; 

2) Sifat mìelawan hukum; 

3) Kualitas pada pìelaku; 
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4) Kualitas ialah  bìerkaitan dìengan pìenyìebab tindakan dìengan akibatnya.58 

Bìerdasarkan di dalam bìentuk uraian di atas dapat di lihat bahwa suatu unsur-unsur 

tindak pidana tìerdapat dari unsur dalam subjìektif dan unsur dalam ìobjìektif. Kìedua 

unsur ini sìecara tidak langsung harus bisa mìelìekat pada Tindakan yang dilakukan 

ìolìeh si pìelaku tìersìebut. Hal ini dìengan pìokìok utamanya unsur tindak pidana tidak 

tìerlìepas dari bìebìerapa faktìor yaitu faktìor yang ada di dalam diri si pìelaku itu sìendiri 

dan faktìor yang tìerjadi atau timbul dari luar si pìelaku atau lìebih sìering disìebut faktìor 

lingkungan. 

C. Tindak Pidana Pìencurian dìengan Pìembìeratan 

Mìenurut sudut pandang kamus umum Bahasa Indìonìesia, bìerasal dari kata “curi” 

mìerupakan suatu tindakan dìengan mìengambil barang milik ìorang lain tanpa hak 

atau izin dìengan tidak sah, biasanya dìengan cara diam-diam. “pìencuri” yang artinya 

sìesìeìorang yang mìencari atau maling. “curian” artinya barang yang bìerhasil di curia 

tau barang yang di ambil. Sìedangkan dalam kìontìeks “pìencurian” ialah prìosìes, cara 

atau pìerbuatan, yang mìelanggar hukum.59  Pìencurian “diìefstal” ialah mìerupakan 

tindakan mìengambil barang ìorang lain dìengan niat untuk mìemilikinya.60 

Pasal 362 (KUHP), mìerupakan sìebuah rumusan pìencurian didalam bìentuk inti 

pìokìoknya yaitu bìerbunyi; barang siapa bìerniatan mìengambil suatu barang atau 

bìenda sìesuatu yang sìeluruhnya maupun sìebagian punya ìorang lain, dìengan 

kìeinginan untuk mìengambil dan mìemiliki sìecara mìelawan hukum, di ancaman 

karìena pìencurian dìengan suatu pidana pìenjara paling lama 5 thn atau dìenda paling 

lama 60.000. 

Bìerdasarkan kìetìentuan dalam unsur-unsur dari tindak pidana pìencurian dapat di 

susunkan pada Pasal 362 KUHP, yaitu sìebagai bìerikut:61 

1. Dalam Unsur-Unsur ìobyìektif bìerupa: 

a. Unsur ada pìerbuatan (wìegnìemìen) 

 
58 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 54. 
59 Ikhsan Wahidin, “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam”, 

Hasanuddin University Repository,  hlm. 16. 
60 Tri andrisman, “Delik Tertentu Dalam KUHP”, (Penerbit Universitas Lampung) hlm. 157. 
61 Ibid, hlm. 158. 
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Unsur dalam “mìengambil” (Wìegnìemìen) yaitu arti sìempit sìerta tìerbatas pada 

pìenggìerakan tangan dan jari-jari tangan , mìemìegang barang  dan mìenggìesìerkannya 

kìe tìempat lìokasi lain. 

Dìengan adanya unsur diatas dalam pìebuatan yang sangat dilarang dalam 

mìengambil ini dilihat bahwa pìencurian mìerupakan suatu bìerupa tindakan pidana 

fìormil. Sìedangkan mìengambil mìerupakan suatu pìerbuatan atau tingkah laku 

matìeriìel, yang digunakan dìengan suatu gìerakan-gìerakan yang dilakukan sìecara 

sìengaja. Dalam bìentuk umunya bisa diggunakan jari-jari dan tangan lalu di arahkan 

pada suatu bìenda, mìemìegang, mìenyìentuhkannya dan mìengangkatnya kìemudian 

mìembawa dan mìembawa kìe tìempat lain atau dalam bìentuk kìekuasannya. Pada 

dasarnya unsur pìokìok dari pìerbuatan dalam mìengambil ini harus ada pìerbuatan atau 

tindakan yang aktif, diarahkan pada bìenda dan dipindahkan kìekuasan bìenda 

tìersìebut kìe dalam suatu bìentuk kìekuasannya, hal ini bìerdasarkan tìersìebut, dìengan 

ini mìengambil dapat dirumuskan sìebagai mìelakukan pìerbuatan mìengìenai suatu 

bìenda dìengan mìembawakan bìenda ini kìe dalam kìekuasanya sìecara nyata dan 

mutlak. 

Unsur dalam mìemindahkan kìekuasaan bìenda sìecara mutlak dan nyata adalah 

mìerupakan syarat untuk mìenyìelìesaikannya tindakan atau pìerbuatan mìengambil, ini 

dalam kìontìeks adalah mìerupakan suatu syarat untuk mìenjadi mìenyìelìesaikannya 

suatu tindakan pìerbuatan pìencurian yang sangat sìempurna. 

b. Unsur dalam bìenda 

Bìerdasarkan ìobjìek pìencurian dalam sìeuai dìengan kìetìerangan Mìemìoriìe van 

Tìoìelichting (MvT) tìentang pìembìentukan Pasal 362 KUHP mìerupakan suatu tìerbatas 

pada bìenda bìergìerak (rìoìerìend gìoìed). Bìenda-bìenda tidak bìergìerak  ìobjìek pìencurian 

baru dapat mìenjadi suatu targìet pìencurian apabila tìelah tìerlìepas dari bìenda tìetap 

dan mìenjadi bìenda bìergìerak. Bìenda bìergìerak mìerupakan sìetiap unsur bìenda yang 

bìerwujud dan bìergìerak ini tìerdapat sìesuai tìerhadap unsur pìerbuatan mìengambil. 

Bìenda-bìenda yang bìergìerak mìerupakan suatu bìenda yang mìemiliki sifatnya dapat 

bìerpindah sìendiri atau bìerupa di pindahkan (Pasal 509 KUHPìerdata). Sìedangkan 

dìengan bìenda yang tidak bìergìerak mìerupakan bìenda-bìenda yang mìemiliki sifatnya 

tidak dapat bìerpindah atau dipindahkan, hal ini mìerupakan pìengìertian lawan kata 

dari kata bìenda bìergìerak. 
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c. Unsur dalam Sìebagian maupun sìeluruhnya mìerupakan milik ìorang lain. 

Kìontìeks ini bìenda itu sìeyìokyanya tidak pìerlu mìemiliki ìorang lain, hanya cukup 

sìebagian aja, sìedangkan yang Sìebagian mìerupakan milik pìelaku sìendiri. Hal ini ada 

salah satu cìontìohnya  sìepìerti laptìop milik bìersama yaitu A dan B, yang kìemudian 

si A mìengambil dari kìekuasaan B lalu mìenjualkannya. Akan tìetapi apabila sìemula 

laptìop tìersìebut sudah bìerada di dalam kìekuasannya lalu mìenjualnya, maka bukan 

tìermasuk pìencurian mìelainkan pìenggìelapan (Pasal 372 KUHP). 

2. Dalam bìentuk Unsur Subjìektif:    

a. Maksud untuk mìemiliki. 

Unsur ini tìerdapat dari  dua unsur, yaitu dalam unsur pìertama yaitu (kìesìengajaan 

sìebagai maksud atau ìopzìet als ìogmìerk), hal ini bìerupa unsur dalam kìesalahan 

didalam pìencurian dan kìeduanya mìemiki unsurnya, bìerdasarkan 2 unsur itu tidak 

bisa dibìedakan dan dipisahkan satu dìengan yang lainnya. 

Hal ini mìemiliki tujuan dari pìerbuatan sìesuatu mìengambil barang milik ìorang lain 

itu harus di fìokuskan untuk dimilikinya, ini mìemiliki gabungan 2 unsur hal ini yang 

mìempìerlihatkan bahwasanya di dalam tindakan pidana pìencurian,  

b. Mìelawan hukum  

mìenurut pandangan Mìoìeljatnìo bahwa unsur dalam mìelawan hukum di dalam tindak 

pidana pìencurian yaitu dìengan mìemiliki dìengan mìelawan hukum atau maksud 

mìemiliki dìengan di tunjukan tìerhadap mìelawan hukum, mìemiliki artinya adalah 

sìebìelum bìerprilaku mìelaksanakan tindakan mìengambil barang atau bìenda, hal ini 

sudah mìemahami dan sudah mìenyadari mìengambil bìenda ìorang lain itu mìerupakan 

bìerlawanan dìengan hukum. 62  Bìerdasarkan hal diatas mìerupakan unsur dìengan 

mìelawan hukum bìertujuan kìe dalam suatu unsur mìelawan hukum subjìektif. Ini 

sìesuai dìengan pìernyataan di dalam MvT yang mìengìemukakan bahwa, apabila 

dalam bìentuk unsur kìesìengajaan didìefinisikan sìecara tìegas dalam rumusan tindakan 

pidana sìecara langsung kìesìengajaan tìersìebut harus dirujukan pada sìemua unsur 

yang bìerada dibìelakangnya. 

Tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan mìerupakan salah satu tìermasuk 

gìolìongan kìejahatan kìonvìensiìonal, yang bìerbìentuk dalam suatu pìerbuatan yang 

 
62 Moeljatyo, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Bina angkasa: Jakarta: 1988). 
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mìenyimpang dan mìembawa dampak yang nìegativìe dan kurang baik, hal ini dapat 

bìerupa rasa yang tidak aman, mìengganggu kìetìertiban umum dan kìerìesahan didalam 

lingkungan masyarakat. Tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan sìebagai salah 

satu bìentuk pìenyakit dilingkungan masyarakat yang sìering timbul akibat rìendahnya 

kìesìejahtìeraan masyarakat dan kìesadaran hukum yang ada di masyarakat. Dìengan 

hal ini banyaknya kìejadian tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan yang 

dimuncul tidak tìerlìepas dari kìondisi ìekìonìomi yang sangat rìendah dan kìesìejahtìeraan 

masyarakat, minimnya lapangan pìekìerjaan dan kìecilnya upah kìerja, kurangnya 

pìendidikan dan lingkungan masyarakat.63  

Tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan mìerupakan suatu bìentuk pìencurian 

yang disìertai dìengan salah satu kìeadaan yang dilakukan saat waktu malam hari, 

dilakukan ìolìeh dua ìorang atau lìebih dan dilakukan dìengan cara mìerusak sìehingga 

mìenyìebabkan kìerusakan yang sangan mìerugikan, yang bisa diatur di dalam Pasal 

363 KUHP ialah pìencurian dalam bìentuk pìembìeratan. 

Dalam hal ini pada Pasal 363 KUHP mìengìemukakan bahwa: 

(3) bisa diancam dalam pidana pìenjara paling lama 7 tahun: 

1) Pìencurian tìernak; 

2) Pìencurian tìerhadap waktu ada kìebakaran, lìetusan banjir, gìempa bumi atau 

gìempa laut, gunung mìelìetus, kapal tìerdampar, kapal karan, kìecìelakan kìerìeta 

api, hura-hara, pìembìerìontakan atau bahaya pìerang. 

3) Pìencurian di waktu malam di dalam sìebuah pìerkarangan rumah tìertutup yang 

ada rumahnya, yang di lakukan ìolìeh sìesìeìorang yang ada di tìempat itu tidak di 

kìetahui atau tidak di kìehìendaki ìolìehh yang mrmiliki hak. 

4) Pìencurian sìesuatu yang di lakukan ìolìeh sìesìeìorang dìengan dua ìorang atau lìebih. 

5) Pìencurian sìesuatu untuk bisa masuk kìe tìempat tìertìentu untuk mìelakukan 

kìejahtan, atau untuk bisa mìencapai tujuan pada barang yang ingin di ambil, 

dìengan cara mìerusak, mìemìotìong dan mìemanjat, atau dìengan cara mìembìobìol 

dìengan anak kunci palsu, pìerintah palsu maupun mìenggunakan jabatan palsu. 

 
63 Nurroffiqoh, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, (Journal Of 

Criminal, Vol 3, No 1, 2022) hlm. 91 
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Pìencurian yang di uraikan di dalam butir 3 bisa di s ìertai dìengan salah satu hal di 

dalam butir 4 dan 5, dìengan dìemikian bisa diancam dìengan pidana pìenjara sìelama 

lamanya 9 tahun. 

Nìegara Indìonìesia mìenggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang dalam unsurnya tidak jauh bìerbìeda dìengan Dìe Wìetbìoìekìen, Wìettìenìen 

Vìerìordìeningìen Bìenìevìens Dìe Grìondwìet Van 1945 Van Dìe Rìepubliìek Indìonìesia 

karìena hal ini mìemang dalam KUHP tìersìendiri mìengadìopsi Kitab Undang-Undang 

dari Bìelanda. Tìerutama dìengan masalah yang di bahas dalam pìenìelitian ini tìentang 

tindak pidana pìencurian dalam pìembìeratan pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, dan juga 

padaPasal 363, Ayat (1) kìe-5 KUHP mìengìenai tìentang pìencurian dìengan 

pìembìeratan dalam dakwaan subsidìer. 

D. Kìepìolisian 

1. Pìengìertian Kìepìolisian 

Kìepìolisian Nìegara Rìepublik Indìonìesia yang biasanya disìebut dìengan Pìolri ialah  

salah satu instansi/lìembaga bagian dari fungsi pìemìerintahan yang mìemiliki tugas 

disalah satu bidang pìemìeliharaan kìeamanan sìerta kìetìertiban masyarakat, pìenìegakan 

hukum, pìelayanann, sìerta pìerlindungan dan pìengayìoman tìerhadap masyarakat. 

Dìengan tujuan utamanya ialah untuk mìembìentuk dan mìewujudkan suatu kìetìertiban 

dan kìeamanan masyarakat, dan mìenciptakan kìetìentraman masyarakat dìengan cara 

mìenghìormati Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini diatur pada Pasal 4 UU NO.2 

Tahun 2002 bìerkaitan dìengan Kìepìolisian Rìepublik Indìonìesia.64 

Pìolisi sìendiri mìemiliki pìeran yang sangat luas. Pada saat abad kìe-6, Pìolisi atau 

Kìepìolisian sudah sangat dikìenal sìebagai Aparat Nìegara dìengan wìewìenang 

mìengrìeflìeksikan kìekuasaan yang sangat luas dalam mìenjaga kìetìertiban, dìengan ini 

sìering kali dikaitkan dìengan citra pìenjaga tirani. Sìebab hal itu citra Pìolisi atau 

Kìepìolisian pada zaman itu sangat sìering dikaitkan dìengan julukan pìenguasa 

ìotìoritìer. Maka dìengan itu, maka dari hal itu, bìebìerapa nìegara yang mìenggunakan 

Pìolisi sìebagai alat pìenindasan sìering disìebut “Nìegara Pìolisi” dan didalam Sìejarah 

pìemìerintahan ada juga yang disìebut sìebagai “Pìolitìeia”. Pada saat masa 

 
64 Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum. (Bandar Lampung; Heros FC, 2020) hlm. 15 
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ìekspansiìonismìe dan impìerialismìe, kìekuasaan pìemìerintah sìering mìemanfaatkan 

pìolisi untuk mìelakukan pìenìekanan kìepada masyarakat, yaitu tìerutama dalam 

bìebìerapa hal pìeindasan untuk kìepìentingan ìeskplìoitasi sumbìer daya manusia. 

Dìengan ini sìecara tidak langsung mìenimbulkan citra nìegativìe tìerhadap Kìepìolisian 

itu sìendiri.65 

Pìolisi mìelakukan fungsi dan mìemìenuhi pìeran di sìeluruh wilayah Indìonìesia yang 

dapat diakui sìebagai bagian dari Nìegara Rìepublik Indìonìesia, Pìolri mìelakukan 

bìebìerapa pìembagian wilayah di dalam daìerah hukum sìesuai dìengan kìebutuhan 

pìelaksanaan tugasnya.66 Pìembagian wilayah yang dilakukan ìolìeh Pìolri dilakukan 

dìengan cara bìertingkat, dimulai dari Tingkat pusat yang sìering dikìenal sìebagai 

Markas Bìesar Pìolri, yang mìencakup wilayah kìerja sìeluruh wilayah Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia dan dipimpin ìolìeh sìeìorang Kapìolri yang bìertanggung jawab 

kìepada Prìesidìen. Tingkat Prìovinsi sìering disìebut Pìolda dimana ini dipimpin ìolìeh 

sìeìorang Kapìolda yang bìertanggung jawab kìepada Kapìolri. Ditingkat kabupatìen 

tìerdapat Kìepìolisian Rìesìor yang biasa disìebut Pìolrìes yang dipimpin ìolìeh sìeìorang 

Kapìolrìes yang mìemiliki tanggung jawab tìerhadap Kapìolda. Untuk ditingkat 

kìecamatan tìerdapat Kìepìolisian Sìektìor yang biasa disingkat Pìolsìek yang dipimpin 

ìolìeh sìeìorang Kapìolsìek yang mìemiliki tanggung jawab tìerhadap Kapìolrìes. Dan yang 

tìerakhir untuk Tingkat dìesa atau kìelurahan tìerdapat Bahbinkamtibnas yang 

dipimpin ìolìeh sìeìorang Brigadir. 

2. Tugas Kìepìolisian 

Bìerdasarkan Kìetìentuan Umum dalam UU NO 2 Tahun 2002 tìentang Kìepìolisian 

Nìegara Rìepublik Indìonìesia, tìerdapat mìengìenai dìefinisi dari bìerbagai aspìek yang 

bìerhubungan dìengan pìolisi. Mìerupakan tìermasuk dalam pìengìetian kìepìolisian. 

Namun dìengan pìerlu di catat bahwa dìefinìes kìepìolisian tidak di sajikan dìengaan 

kìomprìehìensif, karna hanya pìerpìedìoman pada fungsi dan Lìembaga pìolisi. Hal ini 

sìesuai dìengan rìegulasi hukum yang ada dan bìerlaku. Pada Pasal 1 dari UU Nìomìor 

2 Tahun 2002 tìentang Kìepìolisian Rìepublik Indìonìesia mìengìemukakan bahwa sìetiap 

 
65 Warsito Hadi Utomo, Hukum kepolisian di Indonesia. (Jakarta: Pretasi Pustaka 2005) hlm. 15 
66 Budi Rizki Husin, Op.Cit, hlm.  15 
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Kìepìolisian mìerujuk pada sìegala sìesuatu yang bìerhubungan dìengan fungsi dan 

Lìembaga Pìolisi sìebagaimana di atur di dalam pìeraturan pìerundang-undang.67 

Mìenurut sudut pandang Satjiptìo Raharjìo, mìengìemukakan bahwa pìolisi adalah 

suatu alat nìegara yang mìempunyai tanggung jawab untuk mìenjaga kìeamanan dan 

kìetìertiban masyarakat, mìembìerikan pìerlinduangan dan mìengayìomi sìeluruh 

masyarakat .68 lalu Raharjìo mìengkutip sudut pandang Bitnìer yang mìengìemukakan 

bahwa salah satu tujuan hukum mìerupakan untuk mìenciptakan atau mìembìentuk 

kìetìertiban di lingkup masyarakat, salah satunya m ìemiliki maksud untuk mìelawan 

tinakan criminal. Dìengan sìebab itu, dìengan kìonkrìet, di dalam tugas kìepìolisian 

mìerupakan suatu mìenìentukan bagaimana pìelaksanaan dalam pìenìegakan kìetìertiban 

itu.69 

Bìerdasarkan yang diatur dalam UU Nìo. 2 Tahun 2002 mìengìenai  Kìepìolisian Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia, pada Pasal 1 Angka (1) mìenyatakan bahwa  didalam 

Kìepìolisian mìerujuk pada bìerbagai aspìek yang bìerhubungan dìengan fungsi dan 

lìembaga pìolisi sìesuai dìengan pìeraturan pìerundang-undangan. Di dalam unsur 

undang-undang ini, pìeristilahan “Kìepìolisian” mìempunyai dua makna, yaitu 

lìembaga pìolisi dan fungsi pìolisi. Hal ini bìerdasarkan fungsi kìepìolisian, diatur dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nìomìor 2 Tahun 2002 Tìentang Kìepìolisian Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia mìemiliki pìeran dalam pìemìeliharaan kìetìertiban dan kìeamanan 

masyarakat, pìenìegakan hukum, pìenyayìom, pìelindung, dan pìelayan bagi 

masyarakat sìebagai salah satu bìentuk fungsi pìemìerintahan nìegara. 

Pìeristilahan kata “pìolisi” sudah ada pìertama kali waktu zaman Yunani s ìeblum 

masìehi yaitu dìengan kata lain “Pìolitìea”, yang mìengarah pada kìesìeluruhan tatanan 

pìemìerintahan dalam nìegara kìota. Dìengan sìeiring bìerdasarkan bìerjalannya waktu, 

arti dalam istilah ini makin bìerkìembang untuk mìencangkup aspìek kìota dan di 

pìergunakan untuk mìengarah pada sìegala kìegiatan aktivitas di pìerkìotaan. 

Bìerdasarkan pada waktu masa itu, kìota-kìota mìempunyai fungsi sìebagai 

indìepìendìent nìegara yang sìering dikìetahui sìebagai “pìolis” sìehingga “pìolitìeia” atau 

 
67 H. Pudi Rahardi, “Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)”. (Penerbit 

Laksabang Mediatama: Surabaya; 2007), hlm. 53. 
68 Satjipto Raharjo, “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, (Genta: Yogyakarta: 2009), 

hlm. 111. 
69 Ibid, hlm. 117. 
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“pìolis” mìeranah pada bìerbagai kìegiatan yang tidak hanya bìerhubungan dìengan 

pìemìerintahan kìota, mìelainkan juga tìermasuk kìedalam urusan-urusan kìeagamaan. 

Pada abad kìe-14 dan kìe-15, bìerdasarkan pìerubahan zaman, urusan dan kìegiatan 

kìeagamaan mulai makin mìeningkat sìecara signifikan, dìengan ini pìerlu adanta 

ìorganisir sìecara lìebih tìerpusat. Sìehingga dìengan pìeristilahan “pìolitìeia” dan 

“pìolis” mìenjadikan awalan mula untuk timbulnya bìerbagai istilah bìerhubungan 

dìengan pìenìegakan hukum dan kìeamanan di bìerbagai nìegara, yaitu “lapìolicìe” di 

pìerancis, “pìolitìeia” di Bìelanda, “pìolicìe” di inggris, “pìolizìei” di jìerman dan 

“pìolisi” di Indìonìesia.  

Bìerdasarkan pìeristilahan ini mìengarah kìepada bìerbagai bìentuk badan atau lìembaga 

yang bìertanggungjawab tìerhadap mìenjaga kìetìertiban, kìeamanaan dan pìenìegakan 

hukum untuk masyarakat. Dan dìengan ini mìerìeka mìempunyai latar bìelakang yang 

sama di dalam sìejarah pìerkìembangan “pìolis” tìerhadap kìontìeks Yunani Kunìo.70 

Bìerdasarkan dìengan inti umum dalam tugas yuridis Kìepìolisian Nìegara Rìepublik 

Indìonìesia tìermuat dalam Undang-Undang Nìo. 2 Tahun 2002 Tìentang Kìepìolisian 

Nìegara Rìepublik Indìonìesia dan Undang-Undang Pìertahanan dan Kìeamanan. 

Dìengan ini diatur pada Undang-Undang bìerkaitan mìengìenai Kìepìolisian Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia (UU Nìo. 2 Thn 2002),  ìolìeh karìena itu bìebìerapa tugas dalam 

Kìepìolisian yaitu mìencangkup:71 

a. Mìenjaga kìeamanan dan kìetìertiban masyarakat; 

b. Mìenìegakkan hukum; 

c. Mìembìerikan pìerlindungan, mìengayìomi dan mìelayani untuk masyarakat. 

Lalu bìerdasarkan di atur mìengìenai Pasal 14, Undang-Undang tìersìebut, 

mìenjìelìelaskan bahwa Kìepìolisian Rìepublik Indìonìesia mìempunyai bìebìerapa tugas 

sìepìerti sìebagai bìerikut: 

1) Mìelaksanakan pìengaturan pìenjagaan, pìengawalan dan patrìol mìengìenai 

kìegiatan masyarkat dan pìemìerintahan sìesuai kìebutuhan; 

2) Mìenyìelìenggarakan kìegiatan untuk mìenjamin kìeamanan, kìetìertiban  dan 

kìelancaran lalu lintas di jalan; 

 
70 Ibid, hlm. 9. 
71 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, “Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Pertahanan Dan Keamanan”. 
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3) Mìembina masyarakat untuk mìenguatkan partisipasi masyarakat dalam 

kìesadaran hukum sìerta didalam kìetaatan warga masyarakat tìerhadap pada 

hukum dan pìeraturan pìerundang-undangan; 

a) Turut sìerta dalam pìembinaan hukum nasiìonal; 

b) Mìemìelihara kìetìertiban dan mìenjamin kìeamanan umum; 

c) Mìelakukan kìoìordinasi, pìengawasan dan pìembinaan tìeknis mìengìenai 

kìepìolisian khusus, pìenyidikan pìegawai sipil, dan bìentuk-bìentuk 

pìengamanan swakarsa; 

d) Mìelakukan pìenyidikan dan pìenyìelidikan mìengani sìemua tindak pidana 

sìesuai dìengan hukum acara pidana dan pìeraturan pìerundang-undangan; 

e) Mìenyìelìenggarakan indìentifikasi kìepìolisian. kìedìoktìeran kìepìolisian, 

labìoratìorium fìorìensic dan psikìolìogi kìepìolisian, untuk kìepìentingan tugas 

kìepìolisian. 

Bìerdasarkan uraian diatas Dimana tugas yuridis Kìepìolisian Nìegara Rìepublik 

Indìonìesia mìeliputi bìerbagai aspìek, tìermasuk mìenjaga kìeamanan, mìenìegakan 

hukum, mìembìerikan pìerlindungan tìerhadap masyarakat, dan kìolabìorasi dalam 

mìenìegakan pìembinaan hukum nasiìonal dìengan bìerbagai aktivitas tìeknis lainnya, 

yang mìendukung tugas kìepìolisian. 

3. Fungsi Kìepìolisian 

Bìerdasarkan mìengìenai fungsi dari kìepìolisian yang diatur pada Pasal 2 Undang-

Undang Nìomìor 2 Tahun 2002 Tìentang Kìepìolisian Rìepublik Indìonìesia: “Fungsi 

kìepìolisian mìerupakan suatu fungsi pìemìerintahan nìegara mìencangkup dalam bidang 

pìemìeliharaan kìeamanaan dan kìetìertiban bagi masyarakat, pìenìegakan hukm, 

pìerlindungan, pìengayìoman dan sìebagai pìelayan bagi masyarakat”. Bìerdasarkan 

dalam fungsi kìepìolisian tìerdapat dua aspìek yaitu aspìek yuridis sìerta aspìek 

sìosiìolìogis. Bìerdasarkan dìengan ruang lingku diaspìek yuridis yaitu fungsi 

kìepìolisian tìerdiri tìerhadap fungsi kìepìolisian umum sìerta juga fungsi kìepìolisian 

khusus.72 Dalam mìelakukan tanggungjawabnya tìerhadap mìenjaga kìeamanan dan 

 
72 H. Pudi Rahardi, Op. Cit, hlm. 57. 
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kìetìertiban kìepada masyarakat, dìengan dìemikian pìolisi mìemiliki 3 fungsi utama 

yaitu sìebagai bìerikut: 73 

a. Fungsi prìe-ìemptif, adalah suatu sìegala upaya dan pìembinaan kìepada 

Masyarakat di dalam rangka upaya mìengikuti aktif dalam mìenciptakan 

tìerlaksananya situasi sìerta kìondisi yang bisa mìencìegah dan mìenangkal adanya 

bìentuk gangguan kìeamanan sìerta kìetìertiban masyarakat mìengìenai pìeraturan 

nìegara. 

b. Fungsi prìe-vìentif, adalah suatu sìegala bìentuk usaha di bidang kìepìolisian 

dìengan mìemulihkan kìeamanan dan kìetìertiban kìepada masyarakat, mìemìelihara 

kìesìelamatan masyarakat dan harta bìendanya tìermasuk kìedalam mìembìerikan 

pìerlindungan dan pìertìolìongan, fìokusnya tìerhdapat mìencìegah adanya 

pìerbuatan-pìerbuatan yang pada dasarnya dihakìekatnya bisa mìengarah kìepada 

mìengancam atau bahkan mìembahayakan kìetìertiban dan kìetìentraman 

masyarakat umum. 

c. Fungsi rìe-prìesif, ialah mìerupakan suatu uapaya mìelakukan pìenindakan 

mìengìenai pìelanggaran hukum agar dapat di prìosìes sampai kìe dalam pìengadilan 

yang mìeliputi; 

1) Pìenyidikan, ialah mìerupakan suatu sìerangkaian tindakan dalam 

pìenyidikan didalam suatu hal sìerta mìenurut bagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang untuk mìenìelusuri dan mìengumpulkan barang bukti, 

dìengan bukti tìersìebut mìembìerikan titik tìerang mìengìenai tindak pidana 

yang tìerjadi dan bìerguna untuk mìenìemukan siapa dalang atau 

tìersangkanya. 

2) Pìenyìelidikan, adalah suatu sìerangkaian tindakan dalam pìenyìelidikan 

dalam mìenìemukan dan mìencari suatu pìeristiwa atau kìejadian yang dapat 

diduga sìebagai tindak pidana bìerguna dalam mìenìemukan tìerdapat atau 

tidaknya kìegiatan dalam pìenyìeldikan itu sìesuai dìengan cara yang diatur 

di dalam Undang-Undang. 

Mìenurut Pasal 15 mìenjìelaskan bahwa wìewìenang dalam Kìepìolisian Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia yang mìeliputi bìebìerapa aspìek sìebagai bìerikut, mìenìerima 

 
73 Awaloedi Djamin, “Administrasi Kepolisian Republik Indonesia”, (Kenyataan Dan Harapan 

POLRI: bandung: 1995), hlm. 225. 
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lapìoran, mìencìegah pìenyakit masyarakat, mìembantu dìengan mìenyìelìesaikan 

pìersìelisihan di ruang lingkup masyarakat, mìengawai faktìor yang mìenyìebabkan hal-

hal yang mìengganggu pìersatuanda kìesatuan bangsa, mìengìeluarkan pìeraturan 

kìepìolisian, mìelakukan pìemìeriksaan tìerkhususnya dalam kìegiatan pìencìegahan, 

tindakan pìertama dalam kìejadian, pìengambilan sidik jari dan idìentitas, pìencarian 

kìetìerangan dan barang bukti, pìenyìelìenggarkan pusat infìormasi criminal nasiìonal, 

mìengìeluarkan izin dan surat kìetìerangan, mìemìebìerikan bantuan pìengamanan, dan 

mìenìerima sìerta mìenyimpan barang bukti tìemuan dalam sìemìentara waktu. 

4. Wìewìenang Kìepìolisian 

Bìerdasarkan dìengan Pasal 14 mìengìemukakan bahwa dalam kìepìolisian mìempunyai 

wìewìenang mìengìenai bidang prìosìes pidana, salah satunya mìelakukan pìenangkapan, 

pìenahanan, pìenggìelìedahan, pìenyitaan, mìelarang sìesìorang mìeninggalkan atau 

mìemasuki tìempat di mana tìerjadinya suatu pìerkara, mìembawa dan mìenghadangkan 

sìesìorang kìepada pìenyidik  mìenanyakan dan mìemìeriksakan tanda pìengìenal diri, 

pìemìeriksaan dan pìenyitaan dalam bìentuk surat, mìemanggil ìorang yang dipìeriksa 

sìebagai tìersangka atau saksi, mìendadangkan sìesìeìorang ahli, mìenghìentikan 

pìenyìelidikan, mìembìerikan bìerkas pìerkara kìepada pìenuntut umum, mìengajukan 

pìemintaan kìepada pìejabat imigrasi dalam kìondisi mìendìesak, mìembìerikan pìetunjuk 

dan bantuan pìenyidikan kìepada pìenyidikan pìegawai nìegìeri sipil dan mìelakukan 

tindakan-tindakan lain yang sìesuai dìengan hukum yang bìerlaku. 

Bìebìerapa hal mìenganai tugas-tugas kìepìolisian mìeliputi bìerbagai aspìek dalam hal 

kìetìertiban dan kìeamanan umum, pìerlindungan mìengìenai individu dan masyarakat, 

pìendidikan sìosial tìerhadap dalam bidang kìetaatan hukum, dan pìenìegakan hukum 

mìengìenai kìontìeks pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak pidana. Mìengìeban tugas 

yuridis kìepìolisian yang mìencangkup sangat luas namun mìempunyai nilai yang 

tinggi dan mulai mìerupakan pìertanggungjawaban yang bìerat. Olìeh sìebab itu, 

didalam mìelakukan tugas itu, pìentingnya dalam sìelalu mìenghìormati hak-hak asasi 

rakyat dan hukum yang bìerlaku, tìerutama pada saat mìelakukan kìewìenangan dalam 

mìelakukan pìenyidikan. Dìengan hal ini, sangat utama dìengan tìetap dalam mìenaati 

nilai-nilai kìeagamaan, kìemanusiaaan, ìetika, dan juga nìorma. Sìebagai pìolisi 

mìemiliki bìeban  tugas yang bìerat dan mìempunyai nilai idìeal yang tinggi pula, hal 
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ini sangat mìemìerlukan bìebrapa dukungan dari aparat pìelaksanaan yang mìempunyai 

kualitas dan dìedikasi yang tinggi juga.74 

Dìengan ini mìelihat dari bìebìerapa uraian mìengìenai tugas, fungsi, dan wìewìenang 

dalam kìepìolisian di atas, dapat kita pìertimbangkan bahwa pada dasarnya ada fua 

tugas pìokìok utama dalam kìepìolisian mìengìenai kìontìeks pìenìegakan hukum:  

a. Pìertama, yaitu adalah pìenìegakan hukum di dalam bidang pìeradilan pidana 

“Dìengan mìemakai sarana hukuman”; 

b. Kìedua, yaitu ialah pìenìegakan hukum dìengan mìenggunakan mìetìodìe nìon-

hukuman. 

Bìerdasarkan tugas pìenìegakan hukum di dalam bidang pìeradilan “dìengan 

mìenggunakan hukuman dalam kìontìeks alat”, hal ini sìebìenarnya hanya mìeliputi 

sìebagian kìecil dari kìesìeluruhan tugas kìepìolisian. Dan dìengan dìemkian sìebagaian 

bìesar tugas kìepìolisian bahkan hanya bìerada dari luar kìerangka pìenìegakan hukum 

pidana “nìon-hukuman”. Tugas kìepìolisian dìengan kìontìeks pìeradilan pidana cuman 

tìerbatas dìengan pìenyìelidikan dan pìenyidikan saja. 

mìeskipun pìeran tugas-tugas yang lainnya tidak sìecara langsung bìerhubungan 

dìengan pìenìegakan hukum pidana, sìemìentara mungkin mìengimplikasikan dalam 

bidang aspìek-aspìek tìertìentu dalam hukum pidana. Olìeh sìebab itu uraian di atas, 

dapat ditarik kìesmipulan bahwa tugas, fungsi dan wìewìenang kìepìolisian lìebih fìocus 

kìepada aspìek sìoial dan masyarakat saya dalam kìontìek lain (hanya bìersifat 

pìelayanan dan pìengabdian) mìengibaratkan dìengan pìerannya sìebagai suatu pìenìegak 

hukum dalam kìerangka pìeradilan anak. Dìengan dìemikian, kìepìolisian mìempunyai 

pìeran ganda dalam mìelakukan tugas dan wìewìenangnya, yaitu sìebagai pìenìegak 

hukum dan sìebagai pihak pìembìerian layanan sìosial tìerhadap masyarakat. 

E. Wilayah Pìolrìes Lampung Sìelatan 

Wilayah hukum Kìepìolisian Rìesìort Lampung Sìelatan yang sìering disingkat dìengan 

Pìolrìes Lampung Sìelatan mìerupakan suatu ìentitas yurisdiksi kìepìolisian yang 

bìerpìeran sangat krusial dalam mìenjaga kìeamanan dan kìetìertiban masyarakat 

(Kamtibmas) Lampung Sìelatan, Pìembìentukan dan pìenìentuan wilayah hukum 

 
74 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengemban Hukum 

Pidana”, (Citra Aditya Bakti: Bandung: 1998), hlm. 4. 



 

39 

Pìolrìes Lampung Sìelatan didasarkan pada Undang-Undang Nìomìor 2 Tahun 2002 

tìentang Kìepìolisian Nìegara Rìepublik Indìonìesia, pada Pasal 6 Ayat (1) UU tìersìebut 

dìengan sìecara ìeksplisit mìenyatakan bahwa pìeran pìolri sìebagai bìentuk alat nìegara 

yang mìemìelihara kamtibmas, mìenìegakan hukum, sìerta mìembìerikan pìengayìoman 

dan pìerlinduangan untuk masyarakat 75 

Sìecara gìeìografis dan administrativìe, wilayah hukum pìolrìes lampung sìelatan sangat 

indìentik dìengan wilayah kabupatìen lampung sìelatan, kabupatìen ini mìempunyai 

pìosisi yang cukup startìegis, tìerlìetak di ujung sìelatan pulau sumatìera dan bìerfungsi 

sìebagai pintu gìerbang utama mìenuju pulau sumatìera dan gìerbang utama juga untuk 

mìenuju pulau jawa. Karaktìeristik gìeìografis ini mìenjadi faktìor utama juga sìecara 

langsung mìempìengaruhi dinamika sìosial dan pìotìensi tingginya kìerawanaan 

kìeamanan di wilayah tìersìebut. Sìerta tingkat urbanisasi dan disparitas ìekìonìomi, bisa 

mìenjadi suatu faktìor pìenìentu dalam pìola kìejahatan dan kìebutuhan pìelayanan 

kìepìolisian. 

Sìebagai wilayah dìengan karaktìeristik gìeìografis dam dìemìografis yang sangat unik 

ini, pìolrìes lampung sìelatan mìenghadapi jìenis kìejahatan dan tantangan kamtibmas 

(kìeamanan dan kìetìertiban masyarakat), bìerdasarkan lapìoran mìedia massa lìocal dan 

data statistic kìepìolisian, bìebìerapa jìenis kìejahatan yang umumnya tìerjadi yaitu: 

a. Kìejahatan kìonvìensiìonal: pìencurian dìengan pìembìeratan (Curat), pìencurian 

dìengan kìekìerasan (Curas), pìencurian kìendaraan bìermìotìor (curanmìor), 

pìenganiayaan, dan pìenipuan, tindakan kìejahatan ini sìering kali tìerjadi dìengan 

faktìor ìekìonìomi dan tingkat pìengawasan sìosial. 

b. Kìejahatan Narkìotika: dilihat dari sìegi gìeìografis lampung sìelatan mìerupakan 

salah satu jalur transit pìerìedaran narkìotika dari pulau Sumatìera mìenuju jawa, 

dìengan hal ini kasus pìenyalahgunaan dan pìerìedaran narkìoba mìenjadi pìerhatian 

yang sangat sìerius. Sìehingga mìemìerlukan pìenanganan yang khusus dalam 

sìektìor ìoprasi gabungan yang dilakukan ìolìeh Pìolri, bìekìerjasama dìengan 

masyarakat untuk bisa mìembìerantas kasus narkìotika tìersìebut. 

 
75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Jakarta: Sekertariat Negara. 
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c. Kìejahatan Transnasiìonal: mìengingat pìosisi stratìegisnya lampung sìelatan 

sìebagai pintu gìerbang Sumatìera-jawa, dìengan bìegitu pìotìensi kìejahatan 

transnasiìonal sìepìerti pìenyìelundupan barang illìegal, kìejahatan cybìer dan 

pìerdagangan ìorang yang harus juga di waspadai, walaupun tidak d ìominan 

tìerjadi. 

d. Kìonflik Sìosial: tidak tìerlìepas dari hal ini pìotìensi kìonflik antarwarga atau 

kìelìompìok masyarakat juga tìerjadi gìesìekan mìengingat lampung sìelatan 

mìemiliki suku, adat, dan agama yang bìeragama, sìehingga sìering tìerjadi 

tìerutama di daìerah dìengan kìebìeragaman ìetnis atau pìersìelisihan tìerkait sumbìer 

daya alam. 

Dìengan bìegitu tantangan utama yang harus dihadapi pìolrìes lampung sìelatan 

mìeliputi kìetìerbatasan sumbìer daya manusia dan sarana prasarana, m ìengingat 

luasnya wilayah yang harus dijangkau, sìerta adanya  dinamika pìerkìembangan 

masyarakat yang sangat pìesat (misalnya pìertumbuhan pìermukiman baru, dan 

prìoyìek pìembangunan infrastruktur). 

Kìepìolisian Rìesìort Lampung Sìelatan mìemiliki 13 Kìepìolisian Sìektìor yang sìering 

disìebut dìengan Pìolsìek yang bìerada di kìecamatan yang ada di lampung sìelatan yang 

bìerada di bawah wilayah hukum pìorìes lampung sìelatan yaitu sìebagai bìerikut : 

1. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Sidìomulyìo; 

2. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Natar; 

3. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Pìenìengahan; 

4. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Sragi; 

5. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Katibung; 

6. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Tanjung Bintang; 

7. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Mìerbau Mataram; 

8. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Candipurìo; 

9. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Palas; 

10. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Jati Agung; 

11. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Kalianda; 

12. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Rajabasa; dan  

13. Kìepìolisian Sìektìor (Pìolsìek) Bakauhìeni; 
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Dìengan bìebìerapa pìolsìek ini bìerada di bawah naungan pìolrìes lampung sìelatan 

mìembantu mìengamankan dan mìenìertibkan wilayah hukum di lampung sìelatan, 

dìengan bìegitu wilayah pìolrìes lampung sìelatan tidak sìendirian dalam pìenìegakan 

hukum di wilayah tìersìebut.  

Sastrìeskrim kìepìolisian rìesìort lampung sìelatan baru-baru ini mìembìentuk suatu tim 

khusus mìenangani pìencurian di wilayah hukum pìolrìes lampung sìelatan yang dibìeri 

nama timsus sikat, dìengan timsus ini bisa dapat lìebih mìembantuk dalam pìenindasan 

dan pìembìerantasan kasus-kasus pìencurian yang tìerjadi di wilayah kalianda 

khususnya pada kasus yang mìenjadi tìopik utama pìenìelitian ini, kìolabìorasi ini 

dilakukan dìengan pìolsìek kalianda hal ini diharapkan bisa mìebìerantas pìelaku tindak 

pidana curat tìersìebut. tidak hanya itu dalam mìengadapi tantangan kamtibmas, 

pìolrìes lampung sìelatan tidak hanya mìembìentuk timsus sikat tìetapi juga mìembuat 

startìegi patrìol rutin, pìembinaan masyarakat (Binmas), pìenìegakan hukum prìoaktif, 

kìerja sama lintas instansi dan bìerinìovasi dalam pìelayanan public. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Prìosìes pìengumpulan sìerta pìenyajian bìerkaitan dìengan data pìenìelitian tìersìebut maka 

dìengan hal ini mìenggunakan pìendìekatan dìengan luang lingkup sìecara Yuridis 

Nìormatif dan juga dalam pìendìekatan dìengan ruang lingkup Yuridis Empiris: 

Bìerdasarkan dalam ruang lingkup Yuridis Nìormatif ialah mìerupakan suatu bìentuk 

pìenìelitian tìerhadap pìembìerlakuan atau implìemìentasi di dalam kìetìentuan yang 

bìerlaku dalam hukum nìormatif (kìodifikasi, undang-undang, atau kìontrak), sìecara 

dalam “In Actiìon”, hal ini bìerdasarkan dìengan pìeristiwa hukum yang tìerjadi di 

dalam ruang lingkup masyarakat sìekitar.76  Sìedangkan bìerdasarkan dalam ruang 

lingkup dalam pìenìelitian Yuridis Empiris ialah mìerupakan suatu bìentuk dalam 

pìenìelitian yang dilakukan dìengan hal untuk mìempìelajari ruang lingkup hukum 

dalam dunia kìenyataan yang ada pada khususnya dalam pìenìegakan hukum. 

Bìerdasarkan hal di uraikan diatas bahwa pìenìelitian dalam hukum yuridis ìempiris 

ialah suatu pìenìelitian yang bìerfìokus atau mìenitibìeratkan pìerilaku yang ada di 

individual atau masyarakat dìengan mìengìenai bìerkaitan dìengan hukum.77 

B. Sumbìer dan Jìenis Data 

Bìerdasarkan bahwa di dalam suatu pìenìelitian ini, mìenggunakan data dalam bìentuk 

bìersumbìer dari bìerbagai bahan studi kìepustakaan dìengan mìenggunakan studi 

dìokumìen, arsip yang mìemiliki sifat tìeìoritis, kìonsìep-kìonsìep, dìoktrin dan asas-asas 

dalam hukum yang bìerhubungan dìengan pìokìok umum cara mìembaca, mìengkutip 

dan mìenìelaah dalam sistìem pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerkaitan dìengan 

 
76 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 

2004), hlm. 134. 
77 Suratman, H. Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, (Alfabeta: Bandung: 2012), hlm. 88. 
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sumbìer pìermasalahan yang akan dibahas. Bìerdasarkan uraian diatas sìecara umum 

tìerdapa jìenis data yaitu tìerdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primìer 

Bìerdasarkan dalam bahan hukum primìer mìerupakan suatu bahan hukum yang 

mìemiliki sifat mìerìekat mìengìenai pìeraturan pìerundang-undangan, ini bìerdasarkan 

dalam sìebuah pìenìelitian ini ada bahan hukum primìer yang di pakai dalam pìenìelitian 

ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepublik Indìonìesia 1945. 

2) Undang-Undang Rìepublik Indìonìesia Nìomìor 8 Tahun 1981 mìengìenai Hukum 

Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Tahun 1981. 

3) Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 1946 mìengìenai Pìeraturan Hukum Pidana 

atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

4) Undang-Undang Nìomìor 2 Tahun 2002 Mìengìenai Kìepìolisian Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia dan Pìeraturan Kìepala Kìepìolisian Rìepublik Indìonìesia 

Nìomìor 23 Tahun 2010 mìengìenai susunan ìorganisasi dan tata kìerja pada 

tingkat pìolrìes. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer 

Bìerdasarkan dalam bahan hukum sìekundìer ialah mìerupakan hasil karya ilmiah dari 

ruang lingkup hukum, artikìel, dan dari intìernìet sìerta bahan lain yang bisa 

bìerhubungan dìengan pìokìok utama pìembahasan yang mìelìengapi bahan hukum 

primìer. 

c. Bahan Hukum Trìesiìer 

Bahan hukum trìesiìer ialah mìerupakan suatu bahan hukum yang mìenggunakan 

pìetunjuk maupun dalam pìemaparan mìengìenai dalam bahan hukum primìer dan di 

dalam bahan hukum sìekundìer, yaang sìering disìebut dìengan nama acuan bidang 

hukum, indìeks majalah hukum , jurnal dalam pìenìelitian hukum, yaitu misalnya 

kamus dalam hukum dan pìenìelitian yang dalam bìentuk lapìoran dan buku-buku 

rìefrìensi hukum. 

C. Pìenìetuan Narasumbìer 

Bìerdasarkan dalam pìenìelitian ini mìenìentukan narasumbìer yang didasarkan ìolìeh 

ìobjìek dalam pìenìelitian yang mìenguasai masalah, mìempunyai data, dan bisa 
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bìersìedia mìembìerikan data atau infìormasi. Hal ini dalam pìenìelitian tìersìebut 

mìenggunakan narasumbìer ialah Kìepala Satrìeskrim Kìepìolisian Kabupatìen 

Lampung Sìelatan sìebagai bìerikut: 

a. Kasat Rìeskrim Pìolrìes Lampung Sìelatan    1 Orang 

b. Kasatgas TimSus Sikat Pìolrìes Lampung Sìelatan       1 Orang 

c. Dìosìen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA  1 Orang  

Jumlah :        3 Orang 

D. Prìosìedur Pìengumpulan dan Pìengìolahan Data 

1. Prìosìedur Pìengumpulan Data 

Bìerdasarkan dìengan prìosìedur pìengumpulan data ialah suatu data yang valid dan 

akurat dalam pìenìelitian ini di tìempuh dìengan bìebìerapa prìosìedur sìebagai bìerikut: 

a. Studi Kìeputusan “Library Rìesìearch” ialah data sìekundìer didapatkan dìengan 

sìerangkaian kìegiatan dalm studi kìepustakaan dan dìokumìentasi dalam 

mìelakukan dìengan mìembaca, mìencatat, mìengutip dan mìenìelaah dalam bìentuk 

pìeraturan pìerundang-undangan, dìokumìen dan infìormasi lainnya yang 

bìerkaitan mìengìenai pìenìelitian ini yang akan dilakukan. 

b. Studi Lapangan “Fiìeld Rìesìearch” mìerupakan studi lapangan yang digunakan 

dìengan cara mìewawancaraii para narasumbìer sìerta wawancara yang dilakukan 

dìengan cara sistìem jawaban tìerbuka yang digunakan sìecara mìendalam 

mìengìenai sistìem jawaban tìerbuka yang bisa dilakukan dìengan cara lisan dan 

pìertanyaan yang sudah di siapkan sìeblumnya tìerlìebih dahulu. 

2. Prìosìedur Pìengìolahan Data 

Bìerdasarkan dalam data yang didapatkan akan prìosìes mìelìewati pìengìolahan data 

dìengan cara bìebìerapa tahap-tahapan yaitu sìebagai bìerikut: 

a. Pìenyusunan data, yaitu dìengan cara data yang didapatkan, dipìeriksa dan ditìeliti 

kìembali bìerkaitan, kìelìengkapan, kìejìelasan dan kìebìenarannya, sìehingga dapat 

tìerhindar dari kìekurangan dan kìesalahan. 

b. Kalsifikasi, yaitu dìengan cara mìengìelìompìokan data yang tìelah diìevaluasi 

mìenurut kìerangka yang tìelah di buat dan di uraikan. 
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c. Sistìematisasi data, ialah dìengan cara data yang sudah di ìevaluasi sìerta di 

kalsifikasikan dìengan mìenyusun yang bìertujuan mìembìentuk kìetìeraturan dalam 

mìenjawab tìerkait pìermasalahan sìehingga mudah untuk dibahas. 

E. Analisis Data 

Sìehingga sìetìelah data sudah tìerkumpulkan data yang didapatkan dari pìenìelitian 

bìerikutnya ialah dianalisis dìengan cara mìenggunakan analisis kualitatif, yaitu 

dìengan mìenggunakan cara mìendìeskrpsikan data dan fakta-faktanya yang bisa 

dihasilkan atau dìengan cara dilakukan dìengan mìengurangi atau mìenyusun data 

dìengan cara kalimat-kalimat yang disusun tìerpìerinci, sistìematis dan analisis, 

sìehingga dapat mìemudahkan pada saat dalam mìembuat kìesimpulan dari pìenìelitian. 

Pìenìelitian kìesimpulan digunakan mìenggunakan dìengan mìetìodìe induktif, yaitu 

dìengan mìenghilangkan hal-hal yang bìersifat khusus lalu dìengan mìenarik 

kìesimpulan sìecara umum.78 

 

 

  

 
78 Suharsimi Artikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rinek Cipta: 

2002), hlm. 114.  
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan, maka dapat diambil simpulan 

bahwa: 

1. Pìeran pìenìegakan hukum timsus sikat dalam pìembìerantasan tìerhadap pìelaku 

tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan (curat) di wilayah hukum Pìolrìes 

Lampung Sìelatan ini mìenunjukan adanya pìeran idìeal. Dalam kìontìeks ini, 

timsus sikat mìemiliki pìeran lìebih, tidak hanya dalam pìenyìelidikan dan 

pìenyidikan saja, ini dapat dilihat dìengan gabungan bìebìerapa unit yang ada di 

Pìolrìes Lampung Sìelatan, sìecara tidak langsung pìeran timsus sikat tidak 

tìerbatas hanya pada kasus unit rìeskrim saja tìetapi juga bisa subsidìer silang yang 

saling mìelìengakapi dìengan kasus yang tìerjadi di unit lain. Dìengan adanya 

Timsus Sikat ini diharapkan dapat mìengurangi angka kìejahatan yang tìerjadi di 

wilayah tìersìebut, sìehingga masyarakat mìerasa lìebih aman dan tìerlindungi. 

Dìengan dìemikian angka kìejahatan dapat lìebih ditìekankan dan kìepìerayaan 

masyarakat tìerhadap institusi hukum dapat mìeningkat. 

2. Faktìor-faktìor yang bìerpìeran sìebagai pìenghambat dalam pìenìegakan hukum 

Timsus Sikat tìerhadap tindak pidana Curat di wilayah hukum Pìolrìes Lampung 

Sìelatan mìeliputi bìerbagai aspìek yang saling tìerikat dan bìerpìengaruh ìefìektivitas 

pìeran pìenìegakan hukum Timsus Sikat itu sìendiri. Di antara faktìor-faktìor 

pìenghambatan yang dihadapi, tìerdapat isu yang signifikan misalnya kurangnya 

sumbìer daya manusia yang mìemadai, kìetìerbatasan dalam pìenggunaan 

tìeknìolìogi yang dapat mìembantu dalam prìosìes pìenyìelidikan, ìenggannya pìeran 

dalam masyarakat untuk mìenjadi saksi, minimnya saksi mata dalam krìonìolìogi 

yang tìerjadi, dan pìengungkapan kasus, sìerta adanya pìotìensi kìolusi di dalam 

tubuh apparat pìenìegak hukum yang dapat mìerusak intìegritas dan kìepìercayaan 
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masyarakat tìerhadap institusi pìenìegak hukum. Sìelain itu kìondisi sìosial 

ìekìonìomi Masyarakat yang cìendìerung rìendah juga bìerkìontribusi pada tingginya 

angka kìejahatan, di mana faktìor kìemiskinan dan kurangnya aksìes tìerhadap 

pìendidikan yang baik sìering kali mìendìorìong individu untuk tìerlibat dalam 

Tindakan kriminal sìebagai jalan kìeluar dari kìesulitan ìekìonìomi yang mìerìeka 

hadapi. 

B. Saran 

Bìerdasarkan Kìesimpulan diatas, bìerikut mìerupakan bìebìerapa saran yang dapat 

dibìerikan: 

1. Pìeningkatan jumlah dan kualitas sumbìer daya manusia (SDM) untuk mìengatasi 

kìetìerbatasan pìersìonil Timsus Sikat, disarankan agar P ìolrìes Lampung Sìelatan 

bisa mìempìerkuat kapasitas SDM, baik dari sìegi jumlah maupun kualitas. 

Sìelain itu, pìenting juga bagi Pìolrìes untuk mìelakukan invìestasi dalam tìeknìolìogi 

mìodìern, misalnya sìepìerti sistìem pìemantauan CCTV, dan pìerangkat lunak 

analisis data guna mìendukung prìosìes pìenyìelidikan dan pìenyidikan dalam 

pìengukapan kasus kìejahatan. Untuk mìencìegah kìolusi di dalam institusi 

kìepìolisian, Pìolrìes pìerlu mìembìentuk systìem pìengawasan intìernal yang kìetat, 

tìermasuk mìelakukan audit rutin dan mìenyìedikan mìekanismìe pìengaduan bagi 

masyarakat. 

2. Pìeningkatan pìengawasan Pìolrìes Lampung Sìelatan harus aktif dalam 

mìembangun kìerjasama yang baik dìengan masyarakat mìelalui fìorum 

kìomunikasi dan kìegiatan sìosialisai yang mìelibatkan warga dalam bìentuk upaya 

pìencìegahan kìejahatan. Sìelain itu, disarankan agar Pìolrìes mìelakukan prìogram 

ìedukasi hukum yang mìenyasar bìerbagai lapisan masyarakat, tìerutama di 

daìerah rawan kìejahatan, untuk mìeningkatkan pìemahaman tìentang hak dan 

kìewajiban hukum. Pìenguatan jaringan infìormasi juga sangat pìenting, Pìolrìes 

sìebaiknya mìembangun sistìem infìormasi yang ìefìektif untuk mìemfasilitasi 

pìertukaran infìormasi anatara masyarakat dan kìepìolisian, misalnya aplikasi 

mìobilìe yang mìemungkinkan masyarakat mìelapìorkan kìejadian mìencurigakan 

sìecara langsung kìepada pihak kìepìolisian.  
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